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Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI BERAU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Berau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau sebagai pelaksanaan
kegiatan tahunan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016;

bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40
huruf J bahwa pada masa transisi untuk menghindari
kekosongan peralihan periode antara kepemimpinan
Bupati Berau 2011 - 2015 dan pemilihan Bupati Berau
Tahun 2015 - 2020 maka Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun 2011 - 2015 akan menyusun RKPD Tahun 2016.

bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati Berau :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /
Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor S Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
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13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kaltim Tahun 2005 -2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 12);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
22

Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Berau.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Berau.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2016.
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BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2015 masa transisi untuk
Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 - 2020, memuat Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah, yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal
dan moneter, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya ;

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
1. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016 ;
2. Acuan bagi Kecamatan menyusun Renja Kecamatan Tahun 2016 ;

3. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Tahun 2016.

(3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Berau tahun 2016 :

1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan
pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD ;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program ;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati
dan ke Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya
triwulan yang bersangkutan ;

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 ;

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal
3 ini berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2016 hasil pembahasan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

s

pada tanggal, 1 Jun” 2015

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Jun? 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATBYBERAU,

H. JONIE RHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 23
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 1JUNI 2015
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016

BAB1I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 24
ayat 2, bahwa BAPPEDA diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Berau Tahun 2016
merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis mengingat
keberadaannya sebagai embrio dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2016.Dimana RKPD Kabupaten
Berau Tahun 2016 merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten Berau
beserta jajarannya dalam pelaksanaan pembangunan selama periode
satu tahun. RKPD Kabupaten Berau tahun 2016 merupakan landasan
bagi pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan rancangan APBD
yang mengarahkan program dan kegiatan.

Adapun dokumen RKPD Kabupaten Berau Tahun 2016 dibuat
mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Berau 2006-2026 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006. RKPD
Kabupaten Berau Tahun 2016 merupakan RKPD transisi, mengingat
pada saat tahun penyusunan (2015) merupakan akhir periodeRPJMD
tahap II Kabupaten Berau (2011-2015). RKPD Kabupaten Berau 2016
juga disusun dengan mengacu pada dokumen RKP dan RPJMD Propinsi
Kalimantan Timur.

Proses penyusunan RKPDsendiri dilaksanakan dengan melalui
tahapan pengumpulan data dan informasi, analisa, penyusunan
rancangan awal dan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang). Melalui musrenbang diharapkan seluruh stakeholders
baik unsur pemerintah maupun non pemerintah dapat berpartisipasi
sehingga dengan demikian dokumen RKPD yang dihasilkan dapat
mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap
mempertimbangkan potensi dan kemampuan daerah serta tetap berada
pada koridor perencanaan daerah baik jangka panjang dan menengah.

RKPD disusun berdasarkan kesesuain dengan visi, misi, tujuan,
sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan baik jangka
panjang maupun menengah dan propinsi maupun daerah. Disamping
itu juga sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang dengan
mempertimbang kondisi dan kemampuan daerah, serta bersifat fleksibel
untuk dilaksanakan sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan
kreatifitas bagi pelaksana pembangunan itu sendiri.

Penyusunan RKPD Kabupaten Berau 2016 secara normatif
mengacu pada fungsi anggaran, dimana investasi dana APBD
mempunyai 3 fungsi utama, yaitu :




2.

. Fungsi Alokasi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan yang tidak

mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat
publik service seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan
infrastruktur;

. Fungsi Distribusi, pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan

sosial dan mengurangi kesenjangan, antara lain meliputi penanganan
kemiskinan, pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan
pembangunan;

. Fungsi Stabilisasi, yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat serta stabilitas kemanan dan ketertiban.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Berau Tahun 2016 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu antara lain :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
TambahanLembaaran Negara Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denganUndang-undangNomor 12 Tahun2008 ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 BABI-2



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
BerauTahun 2006-2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerahdan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau;

3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD
untuk periode perencanaan selama satu tahun. Dalam RKPD memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dengan mempertimbangkan
sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang ditempuh dengan
memdorong partisipasi masyarakat sesuai penjabaran sebagai berikut :

Rancangan kerangka ekonomi daerah itu sendiri memuat gambaran
kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan
pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan
perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program
dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari
RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai
perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-
tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

RKPD Kabupaten Berau tahun 2016 merupakan RKPD transisi,
dimana seyogyanya RKPD Kabupaten Berau 2016 merupakan
penjabaran RPJMD tahap ketiga periode tahun 2016-2020 yang baru
akan disusun sejalan dengan penyusunan renstra SKPD. Dalam
penyusunannya RKPD Kabupaten Berau mengacu pada dokumen-
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dokumen perencanaan yang terkaitsepertiRencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah PropinsiKaltim 2014-2018 , Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan Renstra SKPD. Diagram alur keterkaitan antar
dokumen perencanaan dengan dokumen RKPD dapat dilihat pada
diagram berikut ini :

Gambar 1.1. Keterkaitan dokumen perencanaan
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4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Berau tahun 2016 dimaksudkan wuntuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA
Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD
untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan
dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk
dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten BerauTahun 2016 adalah :

a. Mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
antar wilayah, antar bidang dan antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

b. Mewujudkan  efisiensi dan  efektifitas  sumberdaya  dalam
pembangunan daerah;

c. Menetapkan target capaian kinerja program pembangunan tahunan.
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5. Sistimatika Dokumen RKPD

Sistimatika dokumen RKPD Kabupaten Berau 2016 adalah sebagai
berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD Kabupaten
Berau 2016 yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud
dan tujuan.

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari
gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta
permasalahan pembangunan daerah.

BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan
perkiraan tahun 2016, yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah
dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta
prioritas pembangunan.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan Kabupaten Berau tahun 2016 yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB 6 PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN)
Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari penyusunan
RKPD Kabupaten Berau Tahun 2016.

I
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2.1.
2.1.1

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kondisi Umum Daerah

Kondisi Geografis Daerah

1. Letak geografis

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten
strategis di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibu kota
Kabupaten berada di Tanjung Redeb, yang berjarak 462 km dari
Samarinda. Wilayah Kabupaten Berau berada di daerah tropis
dengan posisi geografi 1°- 2°33’ LU dan 116° - 119° BT.

Kondisi alam Kabupaten Berau didominasi oleh wilayah
daratan, yang luasnya mencapai sekitar 70% dari luas wilayah
34.127 km2 yang terdiri dari daratan 21.951,71 km2 dan lautan
11.962,42. Luasan tersebut setara dengan 11,45 % dari luas total
Propinsi Kalimantan Timur. Jurisdiksi Kabupaten Berau yang
berwujud perairan hanya terdapat di sebelah timur. Secara
administratif Kabupaten Berau sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Bulungan, sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai
Timur, sebelah barat dengan Kabupaten Bulungan, dan sebelah
Timur dengan laut Sulawesi.

2. Topografi

Bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh topografi
selang ketinggian 100 - 500 m (42,39%). Setelah itu, 26,45 %
merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 25 - 100 m.
Sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian antara 8
- 25 m (8,23 %), dan selang ketinggian O - 7 m (3,75 %).

Bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh tingkat
kemiringan > 40%, yang mencapai 51,39% luas daratan. Selang
kemiringan berikutnya yang cukup dominan adalah 15 - 40%
(29,52% dari luas daratan) dan 2 - 5% (14,25%). Dengan demikian
daerah yang datar (O - 2%), terutama di kawasan pesisir, hanya
4,8 % dari luas daratan Kabupaten Berau. Kondisi topografi secara
umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang
(wilayah dataran rendah <100 meter) dan berbukit (pegunungan).
Daerah dengan ketinggian di atas 1000m hanya sedikit di wilayah
perbukitan dan gunung.

Keadaan Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan
bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan
laut. Wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan bukit dan
perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan,
terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu
kapur memanjang dari hampir mencapai 100 Km. Selanjutnya di
Kecamatan Tabalar terdapat perbukitan dan yang tertinggi dikenal
dengan nama Bukit Padai.
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Sebagai salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah
Propinsi Kalimantan Timur bagian utara, Kabupaten Berau juga
dikenal sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya dan
penghasil emas hitam (batu bara), Kabupaten Berau mempunyai
puluhan sungai yang tersebar pada hampir semua Daerah
Kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama disamping
angkutan darat.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan
Tabalar, Biatan, Talisayan, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan serta
Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan
lautan. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terkenal
sebagai daerah tujuan wisata yang dimana bawah lautnya
memiliki panorama yang indah, dan terdapat beberapa gugusan
pulau sebagai habitat penyu yang merupakan tempat yang
potensial untuk wisata bahari.

3. Fisiografi

Liputan satuan fisiografi yang ada di wilayah Kabupaten
Berau adalah sebagai berikut :

Daerah rawa pasang surut (tidal swamp) : dearah rendah tepi
pantai yang selalu dipengaruhi oleh air laut, ditumbuhi hutan
mangrove dan nipah. Bentuk wilayah datar, variasi lereng <
2% dan perbedaan tinggi < 2 meter.

Dataran alluvial (alluvial plain) : dataran yang terbentuk
dengan proses pengendapan, di daerah muara atau pedalaman.
Bentuk wilayah datar, lereng < 2% dan perbedaan tinggi < 1
meter.

Daerah rawa (swamp) : daerah banjir yang selalu tergenang air,
rawa bergambut dan atau dataran banjir berawa di lembah
sempit, dengan bentuk wilayah datar, variasi lereng < 1% dan
beda ketinggian < 1 meter.

Daerah lembah alluvial (alluvial valley) : daerah datar di lembah
(kiri-kanan) jalur aliran sungai dengan atau tak berbukit.
Bentuk wilayah datar dengan variasi lereng kurang dari 2%,
beda ketinggian < 1 m.

Daerah dataran (plain) : daerah dataran endapan, dataran
karst, dataran vulkanik, dataran batuan metamorf, dataran
basalt dan ultra basalt dengan bentuk wilayah bergelombang
sampai berbukit, lereng 2 — 4%, selisih ketinggian < 50 m.

Daerah bukit (Hill) : daerah bukit endapan dan ultra basalt,
system punggung sedimen, metamorf dan kerucut yang
terpotong dengan pola drainesa radial. Bentuk wilayah
bergelombang sampai agak bergunung, variasi lereng 16 — 60%
dan beda ketinggian 50 — 100 m.

Daerah gunung (Mountain) yaitu gunung endapan basalt dan

ultra basalt, gunung batu pasir dengan lereng terpotong,
|
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punggung dan gunung karst yang permukaannya tidak rata.
Sistem punggung granit dan metamorf dan gunung
stratovulkanik yang tererosi dengan pola drainase radial.
Bentuk wilayah bergunung, agak berbukit sampai bergunung
dengan variasi lereng 26 — 60 % dan beda ketinggian >300m.

Tabel 2.1
Luas masing-masing satuan fisiografi
wilayah Kabupaten Berau

No. Satuan Fisiografi Luas %

1 | Rawa Pasang Surut (tidal swamp) 63.515,48 2,99
2 | Dataran Alluvial (Alluvial plain) 165.517,91 7,99
3 | Rawa - rawa (Swamp) 13.440,13 0,63
4 | Lembah Alluvial (Alluvial vallyey) 8.671,06 0,41
5 | Dataran (plain) 567.545,59 26,72
6 | Perbukitan (Hill) 476.523,60 22,44
7 | Pegunungan (Mountain) 822.628,75 38,73
8 | Lain-lain (sungai) 6.157,48 0,29

Total 2.124.396,00 100

Dalam bentang alam seperti dijelaskan di atas mengalir 21
sungai besar dan kecil. Panjang sungai-sungai tersebut sangat
beragam, antara puluhan hingga beberapa ratus kilometer.
Sungai terpendek adalah Sungai Inaran (22 km), dan sungai
terpanjang adalah Sungai Berau (292 km). Jumlah sungai yang
demikian banyak menjadikan transportasi sungai merupakan
salah satu moda transportasi yang penting di Kabupaten Berau.

4. Iklim

Letak Geografis Kabupaten Berau yang dekat dengan Garis
Khatulistiwa menjadikan daerah ini memiliki iklim tropis. yang
akan memiliki curah hujan tinggi dengan hari hujan merata
sepanjang tahun. Intensitas penyinaran matahari yang tinggi
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menjadikan suhu udara relatif tinggi sepanjang tahun dengan
kelembaban udara yang tinggi pula.

Sebagai daerah dengan iklim tropis Kabupaten Berau
memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim
kemarau. Kedua musim tersebut diselingi dengan masa peralihan
yang umumnya disebut masa pancaroba. Pada musim peralihan
tersebut curah hujan masih relatif banyak. Namun demikian
kondisi alam Kabupaten Berau yang masih dikelilingi oleh hutan
tropis yang masih lebat menjadikan daerah ini menunjukan sifat
sebagai daerah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang
relatif merata sepanjang tahun. Dengan hari hujan yang hampir
sama setiap bulannya. Hal ini didorong oleh kelembaban udara
yang tinggi dan daerah perairan yang masih luas.

Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai
dengan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada
bulan November sampai dengan bulan April.

2.1.2. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kabupaten Berau dari tahun ke tahun dalam
perkembangannya mengalami kenaikan yang cukup berarti.
Perkembangan tersebut terjadi melalui kelahiran, kematian |,
datang dan pindah (migrasi) yang disebut mutasi penduduk.
Sensus penduduk tahun 2000 dan 2010 menunjukkan jumlah
penduduk pada tahun 2000 sebesar 117.769 jiwa, meningkat
menjadi 179.079 jiwa pada periode 2010. Dimana pada periode
tersebut telah terjadi penambahan jumlah penduduk sekitar 6
ribu jiwa setiap tahunnya.

Pada periode 2010 — 2013 pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Berau sebesar 12,56 persen. Kecamatan yang
mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kecamatan Teluk
Bayur sebesar 15,56 persen, sedangkan kecamatan yang
mengalami pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Biduk-
Biduk sebesar 1,97 persen.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan 2010 & 2013

Laju Pertumbuhan
Jumlah Penduduk Penduduk per
NO. Kecamatan
tahun
2010 2013 2010-2013
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kelay 4.493 4.784 6,48
2 Talisayan 10.061 11.311 12,42
3 Tabalar 5.151 5.467 6,13
4 Biduk-Biduk 5.342 5.447 1,97
5 Pulau Derawan 8.372 9.565 14,25
6 Maratua 3.076 3.310 7,61
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7 Sambaliung 24174 26.594 10,01
8 Tanjung Redeb 62.725 71.459 13,92
9 Gunung Tabur 14.938 16.691 11,74
10 segah 8.396 9.673 15,21
11 Teluk Bayur 20.596 23.801 15,56
12 Batu Putih 6.691 7.707 15,18
13 Biatan 5.064 5.756 13,67

Kabupaten Berau 179.079 201.565 12,56

Sumber : BPS Kab. Berau, 2014

Jumlah penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2013 mengalami
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 201.565 jiwa,
dimana pada tahun 2012 jumlah penduduknya 193.831 jiwa dan
pada tahun 2011 sebesar 191.807 jiwa.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013

NO. Kecamatan Penduduk | Luas (Km2) | Pend./Km?
1. | Kelay 4.784 6.134,60 0,78
2. | Talisayan 10.887 1.798,00 6,29
3. | Tabalar 5.257 2.373.45 3,44
4. | Biduk-Biduk 5.238 3.002,99 1,81
5. | Pulau Derawan 9.198 3.858,96 2,48
6. | Maratua 3.183 4.118,80 0,80
7. | Sambaliung 25.574 2.403,86 11,06
8. | Tanjung Redeb 68.717 23,76 3.007,53
9. | Gunung Tabur 16.051 1.987,02 8,40
10. | Segah 9.302 5.166,40 1,87
11. | Teluk Bayur 22.887 175,70 135,20
12. | Batu Putih 7.411 1.651,42 4,64
13. | Biatan 5.535 1.432,04 4,02

Jumlah/Total | 201.565 |33.292,55 6,05

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2014

Pada Tahun 2013 mata pencaharian penduduk secara
umum masih didominasi oleh sektor pertanian secara umum
(pertanian, perkebunan, perikanan dan kahutanan), dapat dilihat
berdasarkan data persentase penduduk berumur 15 tahun ke
atas yang bekerja menurut lapangan usaha sebagaimana dilihat
pada tabel berikut :

I
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 BABII - 10



Tabel 2.4. Presentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Menurut Lapangan Usaha & Jenis Kelamin Tahun 2013

No. Sektor Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pertanian, Perkebunan, 37,05 27,64 34,66
Kehutanan, Perikanan
2 Pertambangan, Penggalian 19,45 4,57 15,67
3 Industri Pengolahan 3,64 1,61 3,12
4 Konstruksi / Bangunan 9,44 0,84 7,25
5 Perdagangan, Rumah Makan, & 9,70, 35,06 16,15
Jasa Akomodasi
6 Transportasi, Pergudangan & 3,56 0,84 2,83
Komunikasi
7 Listrik, Gas & Air Minum 1,56 0,63 1,32
8 Lembaga Keuangan, Real 3,53 2,51 3,27
Estate, Usaha Persewaan & Jasa
Perusahaan
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, & 12,13 26,29 15,73
Perorangan
Jumlah 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kab. Berau, 2013

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian secara
umum merupakan penggerak perekonomian. Hal tersebut juga
terkait erat dengan penyerapan tenaga kerja, mengingat sektor
pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian
penduduk Kabupaten Berau yang menyerap tenaga kerja terbesar
di Kabupaten Berau.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Berau
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Aspek kesejahteraan masyarakat ini menitikberatkan
pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau, yang
terdiri dari uraian kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
Analisis kinerja atas focus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi dilakukan terhadap indicator antara lain: pertumbuhan
PDRB, Laju Inflasi, PDRB perkapita, prosentase penduduk di

atas garis kemiskinan.
|
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1. Pertumbuhan PDRB

Nilai Nominal PDRB merupakan besaran nilai tambah
dari masing-masing sektor Ekonomi ( PDRB atas dasar harga
berlaku ) dan digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi
suatu daerah dalam mengelolah sumber Daya Alam ( SDA ) dan
Sumber daya Manusia ( SDM ). Sedangkan laju pertumbuhan
ekonomi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan
suatu daerah dalam periode tertentu danuntuk mengukur
kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah
perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah
pada suatu periode waktu tertentu terhadap periode waktu
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dinyatakan
dalam nilai persentase, dimana penghitungan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah semata - mata menyandarkan pada
besaran pada PDRB atas dasar harga konstan.

Perekonomian Kabupaten Berau terus mengalami
peningkatan dan kemajuan yang berarti pada tahun 2014, hal
ini ditunjukan dari peningkatan PDRB Atas dasar Harga Berlaku
yang mencapai Rp. 13.777,20 milyar rupiah meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya 2013 yaitu 12.814,78 milyar
rupiah. Untuk PDRB atas dasar harga konstan 2000 selama
tahun 2014 mencapai Rp. 6.191,38 juta rupiah yang juga
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2013 yaitu
5.761,19 milyar rupiah. Secara rinci perkembangan nilai PDRB
Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2007 - 2014 (milyar rupiah)

Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK
2007 5.508,55 3.774,34
2008 6.191,02 4.019,64
2009 6.983,47 4.269,21
2010 8.079,28 4.602,16
2011 9.382,77 5.322,44
20129 11.187,56 5.364,33
2013* 12.814,78 5.761,19
2014 13.777,20 6.191,38

Sumber : BPS Kab. Berau, 2014
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Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau
sebesar 7,40 persen, namun demikian pertumbuhan tak sebesar
tahun 2012 yaitu sebesar 7,99 persen. Pertumbuhan didukung
oleh sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian sebesar
3.539,04 milyar rupiah atau 8,73 persen pertumbuhan tak
sebesar tahun 2012 yaitu 10,12 persen namun jika dilihat nilai
riilnya lebih besar pada tahun 2012. PDRB 2013 Atas Dasar
Harga Konstan tahun 2000, mengalami kenaikan dibanding
tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.254,85 milyar rupiah. Jika
dilihat dari besaran Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga
mengalami kenaikan atau peningkatan pada tahun 2013 PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 12.814,78 milyar rupiah
sedangkan tahun 2012 sebesar 11.187,56 milyar rupiah yang
berarti mengalami peningkatan sebesar 14,55 persen. Sehingga
perekonomian di Kabupaten Berau dapat dikatakan mengalami
pertumbuhan ekonomi dan didorong oleh kenaikan harga serta
roda perekonomian berjalan dengan baik.

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000

menurut lapangan usaha tahun 2010 - 2014

Tahun
No. Lapangan Usaha
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pertanian 710,62 725,38 746,83 765,17 785.457,16
2 Pertambangan & Penggalian 2.651,62 2.955,71 3.254,85 3.539,04 3.839.546,45
3 Industri Pengolahan 408,60 409,44 413,56 412,57 414.361,01
4 Listrik Gas & Air Bersih 3,91 4,06 4,31 4,59 4.888,42
5 Bangunan 36,64 38,34 40,78 45,29 50.318,29
6 Perdaganagn Hotel & Restoran 432,80 460,52 499,78 557,92 623.754,03
7 Pengangkutan & komunikasi 238,58 249,29 274,73 300,73 330.176,91
Kauangan Persewaan & Jasa
8 19,02 19,34 19,77 20,14 20.562,19
Perusahaan
9 Jasa-Jasa 100,37 105,23 109,73 115,76 122.315,76
Jumlah PDRB 4.602,17 4.967,31 5.364,33 5.761,19 6.191.380,22
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2. Laju Inflasi

Tabel 2.7.  Laju Inflasi Kalimantan Timur Periode 2008 s/d 2014.

Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Inflasi | 13,06 | 431 | 7,28 | 635 | 560 | 9,65 | 7,66

Sumber : BPS Kab. Berau, 2014

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro
daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa
kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga
rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak
terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat; begitu
pula sebaliknya. Laju inflasi dapat menggambarkan pula
stabilisasi perekonomian daerah.

Laju inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh
perubahan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah utamanya
harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingkat inflasi yang tinggi
akan sangat merugikan ekonomi masyarakat, di sisi yang lain
tingkat harga yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya
saing pasar.

Inflasi tertinggi di Kalimantan Timur terjadi pada tahun
2008 (13,06%) yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi
(cost pust inflation) dari pada karena kenaikan permintaan
masyarakat (demand pull inflation). Cost pust inflation ini
diakibatkan oleh kenaikan harga BBM pada yang di tetapkan oleh
Pemerintah pada pertengahan tahun 2007. Pada tahun 2009
hingga 2012, inflasi dapat ditekan di bawah 10% sehingga masuk
kategaroi inflasi lunak (mild inflation). Inflasi Kalimantan Timur
pada tahun 2013 sebesar 9,65% lebih tinggi dibanding inflasi
tahun 2012, yaitu 5,60%.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu
tujuan utama dari pembangunan daerah dengan berfokus
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pada pembangunan sumber daya manusia yang merupakan
subyek sekaligus obyek pembangunan.Pendeskripsian dalam
menganalisa pembangunan manusia dapat dilakukan dengan
menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena
indeks tersebut terdiri dari komponen-komponen dasar
kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi.

1) Indeks Pembangunan Manusia

Dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia,
perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang
sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya.
Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia
dilakukan dengan menggunakan IPM  sebagai indeks
komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah
Indonesia.

Gambar. 2.1.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Berau Tahun 2011-2013

IPM

76,00
75,80 / 75,83
75,60

75,40 ~

75,20 ~
75,00 75,05
74,80 — o—IPM
74,60 4,63

74,40
74,20
74,00

2011 2012 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 2013

Indeks pembangunan manusia dihitung untuk
mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah
dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan
analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia
antar wilayah.IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga
dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup
(kesehatan), Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama
Sekolah (pendidikan) dan Daya Beli Per Kapita (standar
hidup layak/ekonomi).
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Tabel 2.8.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkat Kabupaten/Kota, 2011-2013
Human Development Index (HDI) and Ranking by Regency/Municipality,

2011-2013
Peringkat
Kabupaten/Kota IPM Kabupaten/Kota
L Ranking by
Regency/Municipality HDI Regency/Municipality
2011 2012 2013 | 2011 2012 | 2013
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1. Paser 75,40 75,85 | 76,56 6 6 4
2. Kutai Barat 73,69 74,05 | 74,61 10 11 8
3. Kutai Kartanegara 73,51 74,24 74,8 11 10 7
4. Kutai Timur 72,88 73,75 | 74,23 13 12 9
5. Berau 74,63 75,05 | 75,83 7 7 5
6. Penajam Pasir Utara 74,03 74,35 | 74,82 9 9 6
7. Balikpapan 78,85 79,38 | 79,38 1 1 1
8. Samarinda 77,63 78,26 | 78,26 2 2 2
9. Bontang 77,19 77,76 | 77,85 4 4 3
Kalimantan Timur 76,22 76,73 | 77,33 5 5 4

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta.
Source: BPS - Statistics Indonesia, Jakarta.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Berau selalu mengalami
kenaikan. Pada Tahun 2011, IPM Kabupaten Berau
mencapai 74,63 menempati peringkat 7 se-Kalimantan
Timur. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami
kenaikan hingga terakhir Tahun 2013 angka IPM
Kabupaten Berau mencapai 57,83 menduduki peringkat 5
level Kalimantan Timur.

2) Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Pembangunan manusia merupakan pembangunan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua
lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik
dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan
tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-
luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan
berketrampilan, serta mampu mencukupi kebutuhan baik
primer, sekunder, maupun tersier.

Beberapa indikator kinerja pada fokus
kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang
pendidikan.  Faktor pendidikan merupakan  kunci

peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya
pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan
kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan

I
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Timur. Terkait dengan IPM, indikator makro yang
digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan
adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Gambar 2.2
Angka Melek Huruf Kabupaten Berau Tahun 2009 - 2013
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Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2014

Terlihat dengan jelas bahwa progress bidang pendidikan
di Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun.Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan
keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di
bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam
segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas
pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber
daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Gambar 2.3
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau Tahun 2009 -2013
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Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2013
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Tabel 2.9
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013
il 7 3 -4 -5 -6
1. Paser 95,41 96 96,7 96,71 97,13
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu 95,97 95,97 96,6 96,61 97,12
3. Kutai Kartanegara 96,87 96,87 97,31 98,33 98,34
4. Kutai Timur 95,89 97,28 98,25 99,29 99,32
5. Berau 96,3 97,18 97,2 97,26 97,85
6. PPU 94,93 95,55 95,57 95,77 95,81
7. Balikpapan 98,37 98,76 98,78 98,86 98,99
8. Samarinda 97,91 98,01 98,02 98,56 98,62
9. Bontang 99,08 99,2 99,21 99,22 99,25
Provinsi Kalimantan Timur
(dengan Kaltara) 96,89 97,05 97,21 97,55 97,95
Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2014
Tabel 2.10
Rata—rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 -2013(Tahun)
Kabupaten/Kota 20 20 20 20 20
-1 -2 -3 -4 -5 -6
1. Paser 7,75 7,85 8,0 8,1 8,3
2. Kutai Barat + Mahakam 7,86 7,8 8,2 8,2 8,4
3. Kutai Kartanegara 8,38 8,33 8,7 8,7 8,8
4. Kutai Timur 7,65 7,86 8,0 8,4 8,6
5. Berau 8,03 8,13 8,5 8,6 8,8
6. PPU 7,58 7,66 7,6 7,7 7,8
7. Balikpapan 10, 10, 10, 10, 10,
8. Samarinda 9,77 9,8 9,9 10, 10,
9. Bontang 10, 10, 10, 10, 10,
Kalimantan Timur (dengan
Kaltara) 8,85 8,87 9,19 9,22 9,39

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2013

3. Angka Harapan Hidup

Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka
Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan
dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir
akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan

hidup Kabupaten Berau setiap

tahun semakin meningkat

dimana pada tahun 2009, angka harapan hidup di Kabupaten
|
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Berau sebesar 69,66 tahun dan pada tahun 2013 meningkat
hingga mencapai angka 71,94 tahun yang berarti bayi baru lahir
pada tahun 2013 akan memiliki peluang hidup hingga usia 71-
72 tahun.
Gambar 2.4
Angka Harapan Hidup Kabupaten Berau
Tahun 2009 - 2013
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Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

4. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu
indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan
masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat
kemiskinan disini merupakan persentase penduduk yang
memiliki pengeluaran baik makanan maupun non makanan di
bawah garis kemiskinan. Selama tiga tahun terakhir yakni tahun
2011-2013, secara absolut jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Berau tidak jauh berbeda, namun secara persentase
mengalami penurunan karena jumlah penduduk sebagai pembagi
mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan
di Kabupaten Berau mencapai 5,21 persen yang turun dari tahun
sebelumnya yang mencapai 5,24 persen. Grafik tingkat
kemiskinan yang menurun dapat dilihat di bawah ini.
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Gambar
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Berau, Tahun 2011-2013
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2014

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan
pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi
Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan
seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah
menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya
keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan
dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.
Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang
mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus
dicapai oleh pemerintah. APS Kabupaten Berau di setiap jenjang
usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang
mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam
pendidikan semakin meningkat.
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Tabel 2.11

Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2012 - 2013
School Participation Rate (SPR) by Education Level, 2012 -2013

Kelompok Umur
Educational Level 2012 2013
-1 -2 -3
7-12 99,09 99,4
13-15 96,95 98,07
16-18 63,24 64,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau (Susenas)

Source : Central Bureau of Statistics (Economy and Social Survey)

Rasio ini menggambarkan tingkat perbandingan guru
terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di
suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Pada
Kabupaten Berau, rasio guru dan murid pada jenjang
pendidikan dasar selama tahun 2009-2013 sudah sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar
yang mensyaratkan rasio guru dan murid sebesar 1:32.

Gambar 2.6
Rasio Murid terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Berau Tahun 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
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Sumber Data : BPS 2014 (Diolah)
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Tabel 2.12

Rasio Murid terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Berau Tahun 2009-2013

Rasio Murid Terhadap Tahun
G
uru 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
il 2 3 4 5 6
X 835| 1034| 896| 880| 680
SD NEGERI 13,86 | 14,72 | 1447 | 1431 | 14.48
SD SWASTA 13,14 | 12,06 | 12,05| 11,30 13,55
SLTP NEGERI 1336 | 11,92 | 12,83 | 14,17 | 1481
SLTP SWASTA 744| 5091| 807| 69| 7,95
SLTA NEGERI & SWASTA
1120 1093| 982| 1048| 915

Sumber Data : BPS 2014
(Diolah)

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia
15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta
mengerti sebuah kalimat sederhana. Angka ini merupakan
indikator penting terutama dalam melihat tingkat buta huruf
yang ada di suatu wilayah dan juga menunjukkan kualitas
sumber daya manusia dalam menyerap informasi. Angka melek
huruf di Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun dimana pada tahun 2013 mencapai 97,85 persen
sehingga persentase buta huruf di Kabupaten Berau hanya
sebesar 2,15 persen. Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik
dibawah ini :

Angka Melek Huruf Kabupaten Berau, Tahun 2008-2013

Gambar 2.7
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2014
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Selain angka melek huruf, indikator lain yang
memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah rata-
rata lama sekolah yang merupakan kombinasi antara partisipasi
sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini
mengindikasikan rata-rata jumlah tahun penduduk suatu wilayah
dalam mengenyam pendidikan sekolah. Rata-rata lama sekolah
Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
hingga mencapai 8,82 tahun pada tahun 2013 yang berarti
penduduk Kabupaten Berau rata-rata mengenyam jenjang
pendidikan sekolah selama 8,82 tahun atau Kelas 3 SMP semester
kedua, sebagaimana yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.
Meskipun begitu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Berau
masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan
Timur yang mencapai 9,39 tahun.

Gambar 2.8
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Berau, Tahun 2008-2013
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2014

2) Kesehatan

Alokasi Anggaran pembangunan kesehatan di Kabupaten
Berau pada Tahun 2014 yaitu Semuan anggaran Pembiayaan
kesehatan (Belanja Langsung) tidak termasuk Gaji (belanja tidak
langsung) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan
sektor/instansi terkait yaitu Rp 203.726.459.190 ( 7.34% ) dari
Total anggaran Belanja langsung Kabupaten Berau yaitu
Rp.2.776.210.397.504,42,-. Masih di bawah amanat UU nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2 yaitu Besar
anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji dan Perda
Propinsi Kalimantan Timur No 20 tahun 2008 Tentang Sistem
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur.
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Dana yang tidak masuk Batang Tubuh APBD yaitu Dana

Untuk kegiatan tugas Pembantuan yang diberikan melalui
kementerian Kesehatan RI ( APBN - TP ) yaitu :

a)

b)

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berdasarkan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor Sp-
024.03.4.169200/AG/2013 Alokasi Rp. 2.452.000.000
Realisasi Kegiatan Fisik 100%, Keuangan Rp.

2.360.257.400 ( 96.26 %). Sebagai Dana Bantuan operasional
18 puskesmas di Kabupaten Berau pada tahun 2013 dalam
rangka mempercepat tercapainya target MDGs bidang
Kesehatan

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pembinaan

Upaya Kesehatan Dasar berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor Sp DIPA
024.04.4.160452/ 2014 Alokasi dana Sebesar Rp.

3.147.820.000,- Realisasi  Fisik 100%  Keuangan Rp.
3.026.285.000 (96.14%) dengan Output Kegiatan Mobil
Puskesmas keliling Doubel Gardan 5 buah untuk Puskesmas
Tanjung Batu, Tubaan, Gunung Tabur, Suaran, Merancang.
dan 3 buah mobil ambulance rujukan untuk puskesmas
Tepian buah, Suaran dan Maratua.

Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau adalah Rp
47.329.662.220,- dari alokasi Rp. 58.371.300.000 ( 81.08%)
Secara rinci terdapat pada Lampiran.

Dinas

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 pada
Kesehatan Kabupaten Berau adalah Rp.

75.885.391.612,- Dari alokasi Rp. 94.032.190.058, - (80.70% )

CAPAIAN STRATEGIS| BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2011 - 2014

. . L Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Sasaran Sterategis Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 2011 2012 2013 2014
1 2 6 7 8 4
1 Meningkatnya 1 | Penurunan angka /100.000 khs;nhglgaunn;m iggﬁa(afz‘;';lmegi Target Nasional 102/100.000
mutu dan kematian ibu (Mdgs) ki 100,000 Kin
(Kasus/100.000 KLH)
pelayanan . Tahun 2015
kes?hatan 'bu' Penurunan kasus per kasus 6 10 15 11
bayi dan balita kematian ibu ( per
serta UHH Kasus KLH)
2 | Persentase cakupan % 79,46 91,61 70,8 70,45
kunjungan ibu hamil
K4
3 | Cakupan komplikasi % 60,36 93,11 93,2 92,94
kebidanan yang
ditangani
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persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi kebidanan

4 | Cakupan pertolongan % 05,43 96,22 96,87 84,01

Nifas

5 | Cakupan Pelayanan % 72,76 75,5 77,18 67,19

6 | Penurunan angka /1000 kIh 34,36 20,67 21,8
kematian bayi (/1000
KLH) 26,99/ 1000
kelahiran hidup
Tahun 2015

16,15

dengan komplikasi
yang ditangani

7 | Cakupan Neonatus % 67,56 63,79 73,26 94,83

Bayi

8 | Cakupan Kunjungan % 70,02 81,27 72,23 69,91

anak Balita

9 | Cakupan Pelayanan % 4793 50,78 47,49 50,44

harapan hidup 72
tahun pada Tahun
2015

10 | Peningkatan umur tahun 69,92 70,18 70,4 70,73

Kesehatan pada Usia
Lanjut

11 | Cakupan Pelayanan % 29,41 53,45 57,36 60,67

% pencapaian sasaran Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta
UHH

Sumber Data : LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2014

1) Angka kematian ibu atau Maternal Mortality Rate (MMR)

Angka kematian ibu atau Maternal Mortality Rate (MMR) adalah jumlah
wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan
gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan
selama kehamilan melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah
melahirkan ) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
kelahiran hidup. Namun bagi wilayah yang jumlah kelahiran hidupnya
tidak sampai dengan angka 100.000 tidak diwajibkan menggunakan
angka tersebut tetapi diwajibkan menggunakan angka absolut atau
jumlah sebenarnya, tetapi rumus diatas tetap dipedomani sebagai
standar dan merupakan target setiap wilayah. Oleh Karena Kelahiran
Hidup di kabupaten Berau tergolong kecil pada Tahun 2014 hanya
5.234 jauh dibawah 100.000 maka di kabupaten Berau digunakan
angka Absolut dan jika dibandingkan dengan target nasional tahun
2015 MDGs adalah 102 /100.000 Klh maka dikabupaten Berau pada
tahun 2015 paling tinggi kematian Ibu adalah 5 Kasus.

+ Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator Millenum
Development Goals ( MDGs ) yang  Secara Nasional perlu
mendapatkan perhatian khusus karena capaiannya masih sangat
jauh dari target 102 /100.000 kelahiran hidup pada tahun
2015.Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia
(SDKI) tahun 2012, bahwa AKI Indonesia adalah 359 perseratus
ribu kelahiran hidup sedangkan Propinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2012 terdapat 111 kasus kematian . Berdasarkan Laporan
|
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rutin Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013 jumlah
kematian ibu di Indonesia adalah 5.019 kasus sedangkan
Propinsi Kaltim adalah 125 kasus dengan rincian per kabupaten
dapat dilihat pada gambar 3.1.

+ Kematian ibu di Kabupaten Berau mulai tahun 2011 adalah 8
kematian dari 4.453 Kelahiran hidup, Tahun 2012 terdapat 10
kematian dari 4.644 Kelahiran hidup, pada tahun 2013 terdapat
15 kematian dari 4.678 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun
2014 terdapat 11 kematian dari 5.324 kelahiran hidup.

Gambar 2.9

Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Kabupaten
Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013

Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur: 126
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Sumber Data : Laporan Dit Kes. Ibu. Kemkes 2013. Update 19 Februari 2014

4+ Penyebab kematian ibu Faktor medis (langsung dan tidak
langsung) yaitu : perdarahan, hipertensi dalam kehamilan
(eklamsi) dan penyakit ibu penyerta kehamilan.

Gambar 2.10
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Berau
Pada Tahun 2014

Hipertensi;
9,09%

infeksi; 9,09%

Sumber : Laporan Kasie Kesehatan Keluarga Tahun 2014
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Berikut analisis kematian ibu di Kabupaten Berau :
Permasalahan yang dihadapi :

>

Belum semua bidan Kampung tinggal di Kampung, dan belum
semua bidan kampung mempunyai tempat pelayanan yang bisa
sekaligus dijadikan tempat tinggal belum semua dukun bermitra
dengan bidan.

Walaupun persalinan ditolong tenaga kesehatan sudah tinggi,
namun masih banyak persalinan tersebut yang dilakukan di
rumah dan bukan di fasilitas kesehatan.

Belum semua Poskesdes serta Bidan Kampung memiliki sarana,
prasarana, dan peralatan yang memadai untuk menolong
persalinan.

Masih ada beberapa Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Ibu
Hamil, Melahirkan, dan Nifas yang belum sesuai standar.

Masih ada kepercayaan sebagian masyarakat yang lebih memilih
persalinan ditolong tenaga non kesehatan.

Koordinasi dan integrasi lintas program dan lintas sector masih
kurang optimal.

Melemahnya kegiatan pendataan dan pemantauan wilayah
setempat (PWS) kesehatan ibu oleh Puskesmas, Pustu, poskesdes
serta Tenaga Bidan Kampung

Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai yang diharapkan
(ada keterlambatan pengiriman laporan).

Puskemas yang telah dilatih PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar) belum sepenuhnya berfungsi secara optimal
disebabkan mobilitas tenaga Kesehatan tinggi terutama tenaga
dokter yang merupakan TIM PONED ( dokter, perawat, bidan )
pada umumnya adalah tenaga Non PNS.

Belum kuatnya sistem rujukan dari puskesmas ke RSU dan
Klinik Ibu dan Anak sebagai fasilitas lanjutan

Peran serta masyarakat khususnya yang terkait dengan upaya
kesehatan ibu belum maksimal. Keluarga dan masyarakat masih
belum optimal untuk mencegah terjadinya 4 terlalu dalam
kehamilan atau persalinan (terlalu muda hamil, terlalu tua hamil,
terlalu banyak dan terlalu pendek jaraknya) dan 3 terlambat
(terlambat mengambil keputusan mencari pelayanan kesehatan
terampil, terlambat tiba di rumah sakit karena masalah
transportasi dan terlambat dalam tindakan medis).

Dasa wisma sebagai ujung tombak peran serta masyarakat di
bidang kesehatan ibu dan anak , pada kenyataannya Dasa wisma
belum berjalan dengan maksimal. Tidak satupun Desa Siaga
dikabupaten Berau yang pada status mandiri, sebagian besar desa
siaga pratama.

1) Kegiatan yang dilaksanakan Dinas kesehatan pada tahun
2014 sebagai upaya menurungkan AKI meliputi :
Pemenuhan tenaga Bidan di kampung dan puskesmas induk
serta dokter melalui Tenaga Kontak kegiatan operasional
Puskesmas.

Pembangunan Poskesdes sebagai tempat pelayanan kesehatan
sekaligus tempat tinggal Bidan Kampung ( 2014 - 16 unit .
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» Pembentukan TIM Audit Maternal Perinatal ( AMP ) yang
terdiri dari IBI, PPNI, IDI, PKK, Pemberdayaan Perempuan
Serta kepala Puskesmas. Melakukan pengkajian dan
Pembelajaraan kasus kematian ibu dan perinatal baik
yang terjadi di rumah, puskesmas/jaringannya, rumah
sakit dan fasilitas kesehatan lain serta Lokakarya.
Penelaahan kasus ini menghasilkan rekomendasi
pencegahan kasus kematian.

» Pemegang Program Kesehatan keluarga dinas kesehatan
melaksanakan Rapat Lintas Sektor PWS KIA serta
Monitoring dan Evaluasi program di Puskesmas.

» Melaksanakan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun
dengan peserta Bidan dan Dukun 36 orang .

» Melaksanakan Pelatihan Klas ibu hami pada 28 orang
petugas KIA.

2) Cakupan kunjungan ibu hamil K4

4+ Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan
distribusi pemberian pelayanan yang  dianjurkan adalah
minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada
triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur
kehamilan.

4+ Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang
mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan,
(2) Ukur tekanan darah, (3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (
LILA ) (4) Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian
Tetanus Toksoid), (5) (ukur) tinggi fundus uteri, (6) Pemberian
tablet besi 90 tablet selama kehamilan), (7) Penentuan
Presentasi janin dan Denyut jantun Janin ( DJJ ), (8) temu
wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling)
termasuk Keluarga Berencana, (9) Test laboratorium sederhana
(Hb, Protein wurin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg,
Sifilis, HIV,Malaria, TBC) bila belum perna dilakukan
sebelumnya. (10 ) Tata laksana Kasus

4 Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA
dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin
melalui penyediaan pelayanan antenatal serta Kepatuhan ibu
hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke Tenaga
kesehatan.

4+ Berdasarkan Laporan Rutin Capaian K4 secara nasional pada
tahun 2013 adalah 86.85 % sedangkan capaian k4 Propinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 84.99% sedangkan
Kabupaten Berau 70.80% pada tahun 2013 dan 70.45% pada
tahun 2014 .
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Gambar 2.11
Persentase Capaian Kunjungan K4 ibu Hami berdasarkan
Kabupaten di Kalimantan Timur pada tahun 2013
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Sumber Data : Laporan Dit Kes. Ibu. Kemkes 2013. Update 19 Februari 2014

4 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 kabupaten Berau
Tahun 2014 adalah 70.45%.

3) Persalinan oleh Tenaga yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

4+ Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka
mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan
kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta
diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan
yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.
Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui
indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
terlatih  (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan
diantaranya  tingkat kemampuan  pemerintah  dalam
menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong
oleh tenaga kesehatan terlatih.

4 Cakupan Persalinan oleh Nakes secara nasional pada tahun
2013 adalah sebesar 90,88%, sedangkan capaian di Propinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 90.86% .Capaian
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 dari masing-masing
Kabupaten di Kaltim dapat dilihat gambar 3.4.
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Gambar 2.12
Persentase Capaian Persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi
kebidanan Per Kabupaten di Kalimantan Timur pada tahun 2013
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Sumber Data : Laporan Dit Kes. Ibu. Kemkes 2013. Update 19 Februari 2014

#+ Kemungkinan untuk lost data sangat kecil, sebab Jumlah ibu
hamil yang pernah kontak dengan petugas kesehatan
sebanyak 5.540 orang (87 %) sedangkan jumlah sasaran bumil
6.365, dan jumlah persalinan sehingga kemungkinan jumlah
ibu hamil yang ada di Berau sebanyak 5.540. Jumlah seluruh
persalinan yang tercakup baik oleh tenaga yg berkompetensi
(84.01%), perawat (1%) dan dukun,lainnya 14.99 %.

#+ Kabupaten Berau merupakan daerah yang mobilisasi
penduduknya sangat tinggi dan tentunya ini berpengaruh pada
sasaran pelayanan kesehatan ibu mulai dari antenatal,
persalinan , Nifas dan Bayi balitanya

4) Cakupan Pelayanan Nifas

#+ Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca
persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan
kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca
persalinan s.d 3 hari, pada minggu ke II, dan pada minggu ke
VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan
dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.

#+ Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

i. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan

suhu);

ii. Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);

iii. Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;

iv. Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI
eksklusif;

v. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga
berencana;
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vi. Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.
Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui
indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan
KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan
pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai
standar. ini di sebabkan oleh :

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan nifas di
Kabupaten Berau adalah Persalinan yang di rumah sakit
setelah pulang ke rumah tidak tercakup secara menyeluruh
oleh pengelola program KIA di Puskesmas, terutama di wilayah
perkotaan ( Puskesmas Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk
Bayur, Bugis dan Tanjung Redeb.

Data yang diterima dari rumah sakit terutama alamat ibu
bersalin tdak tercatat dengan lengkap sehingga pihak
puskesmas mengalami kesulitan untuk melakukan pelacakan.
Dasa Wisma sebagai sumber data KIA dari sisi masyarakat
belum optimal menjalankan fungsinya.

5) Cakupan Kunjungan Bayi Dan Balita

*

Bayi merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap
gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan
bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan
mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan
bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa
menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan
bayi dan balita.

Bayi adalah anak berumur 29 hari — 11 bulan.

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi
umur 29 hari - 11 bulandi sarana pelayanan kesehatan
(polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit)
maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti
asuhandan sebagainya melalui kunjungan petugas.

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali
yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur
3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, danl kali pada umur
9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian
imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak),
stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi 5) Penyuluhan
perawatan kesehatan bayi meliputi : konseling ASI eksklusif,
pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan,
perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS),
pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul
biru pada usia 6 - 11 bulan. 6) Indikator ini mengukur
kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi
sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan
kesehatan.

Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan. Setiap anak
umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan
pemantauanpertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam
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setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah,
Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.
4+ Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan
pertinggi/panjangbadan (BB/TB). Ditingkat masyarakat
pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan
per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain,
Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak,
sertaRaudatul Athfal dll.Bila berat badan tidak naik dalam 2
bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah
garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan
untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.

4+ Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan
gerak kasar,gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi
dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika
ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan
pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta
gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila
ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan
harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih
memiliki kompetensi.

4 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak
usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK
minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada
Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan
lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan
petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya
melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh
kembang anak.

4+ Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan
pada anak umur 12- 59 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari
dan Agustus). Indikator ini mengukur kemampuan manajemen
program KIA dalam melindungi anak balita sehingga
kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan
kesehatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1) Kohort bayi dan balita belum dapat dipergunakan secara
maksimal oleh pengelola program KIA dan Bidan Desa.

2) Pemahaman yang berbeda dalam memahami Definisi
operasional cakupan kunjungan bayi dan cakupan kunjungan
balita.

3) Belum terlaksananya Monev pelayanan kesehatan anak.

3. Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum merupakan salah satu bidang
penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang
pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana
perhubungan, permukiman layak huni, dan sebagainya. Oleh
karena itu, salah satu indikator penting dalam bidang
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pekerjaan umum adalah terkait proporsi kualitas jalan baik
dari bahan pembuatan jalan maupun kondisi jalan.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki
peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk
mendukung  transportasi  darat, Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2013 telah
membangun jalan sepanjang 335,54 km, sedangkan
Pemerintah Kabupaten Berau telah membangun jalan
kabupaten sepanjang 1.349,65 km seperti yang ditunjukkan
dalam tabel di bawah ini.

Tabel

Panjang Jalan Kabupaten, Propinsi, dan Negara Menurut Jenis Permukaan,

Kondisi dan Kelas (Km), 2012-2013

2012 2013

Perincian

Kabupaten | Propinsi | Negara | Jumlah Kabupaten | Propinsi Negara Jumlah
-1 2 3 -4 -5 2 3 -4 -5

1. Jenis Permukaan 320,78 293,65 191,16 805,59
1. Aspal 316,23 220 536,23 891,53 41,89 12,08 945,51
2. Kerikil 543,385 87 630,385 60,37 - - 60,37
3. Tanah 327,285 45,64 372,925 73,11 - - 73,11
4. Tidak diperinci 39,035 0 39,035 3,86 - - 3,86
Jumlah/Total 1.225,94 352,64 1.578,58 1.349,65 335,54 203,24 1.888,44

1. Kondisi Jalan/
1. Baik 316,23 165,18 481,41 793,86 7,59 23,54 824,99
2. Sedang 543,385 156,56 699,945 553,11 327,95 179,7 1060,76
3. Rusak 327,285 30,9 358,185 2,5 - - 2,5
4. Rusak Berat 39,035 0 39,035 0,18 - - 0,18
Jumlah/Total 1.225,94 352,64 1.578,58 1.349,65 335,54 203,24 | 1.888,43

IIl. Kelas Jalan

1. Kelas | - - - -
2. Kelas Il - - - -
3. Kelas INA 8 8 - - - -
4. Kelas 1lIB 136 140,5 - - - -
5. Kelas IlIC 208,64 1359,82 237,72 335,54 203,24 776,5
6. Tidak diperinci 316,23 1.111,94 - - 1111,94
Jumlah/Total 909,705 333,1 1508,32 1.349,66 335,54 203,24 1888,44

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau
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4. Penanaman Modal

Penanaman modal oleh investor akan memberikan
dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah secara
langsung. Selain itu, pembukaan lapangan usaha oleh investor
yang diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja akan
menurunkan tingkat pengangguran secara langsung. Namun
investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada
daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang
bersangkutan. Pembentukan daya saing ini memiliki tahapan
yang cukup kompleks dan berlangsung otomatis secara terus
menerus selama pembangunan daerah berjalan. Faktor penentu
dalam menarik investor agar menanamkan modalnya di suatu
daerah antara lain pertumbuhan ekonomi, situasi politik,
keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan
maupun pengembangan usaha.

Iklim investasi di Kabupaten Berau cukup fluktuatif baik
pada penanaman modal dalam negeri maupun penanaman
modal asing. Keanekaragaman sumber daya alam Kabupaten
Berau yang merupakan potensi besar merupakan daya tarik
tersendiri bagi investor dalam menanamkan modalnya. Posisi
penanaman modal di Kabupaten Berau dapat terlihat pada
grafik berikut ini :

Gambar 2.13

Penanaman Modal Dalam Negeri
Kabupaten Berau, Tahun 2009-2013
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Sumber : Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014

Penanaman modal asing di Kabupaten Berau mengalami
siklus yang fluktuatif. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah
ini, nilai penanaman modal asing pada tahun 2012 turun dari
tahun sebelumnya sebanyak 105.668,9. Namun pada tahun 2013,
nilai penanaman modal asing naik menjadi 189.479,14

RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 BABII - 34



Gambar
Penanaman Modal Asing,
Kabupaten Berau, Tahun 2009-2013
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Sumber : Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014

5. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian.

Peningkatan  akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas
pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK
terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Berau
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang
menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Berau mengalami
perbaikan.

Tabel
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Berau, Tahun 2010-2013

No Tahun Opini Publik

(1) (2) (3)

1. 2010 Tidak Wajar (TW)

2. 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4. 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Menurut hasil penelitian atas evaluasi pelayanan publik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, Kabupaten
Berau mendapatkan nilai 466 dengan peringkat C. Peringkat C
dimaksud Agak Kurang dalam artian bahwa kualitas pelayanan
publik belum memuaskan masyarakat sehingga peningkatan
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pelayanan public Pemerintah Kabupaten Berau harus
ditingkatkan. Berikut ini adalah tabel hasil penilaian atas
evaluasi pelayanan publik pemerintah di Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.15
Hasil Penilaian atas Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012

No Nama Pemda Tahun Anggaran 2012
Nilai Peringkat

(1) (2) 3) (4)
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 558 CcC
2. Kota Balikpapan 898 AA
3. Kota Samarinda 677

4. Kota Bontang 422 C
5. Kabupaten Kutai Timur - -
6. Kabupaten Kutai Kertanegara - -
7. Kabupaten Kutai Barat 429 C
8. Kabupaten Paser 546 CC
9. Kabupaten Penajam Paser Uatara 511 CcC
10. Kota Tarakan - -
11. Kabupaten Nunukan 442 C
12. Kabupaten Bulungan - -
13. Kabupaten Berau 466 C
14. Kabupaten Malinau 354 C
15. Kabuaten Tana Tidung 263,5 D

2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

Pada fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah
dalam menjalankan roda pembangunan terdapat beberapa
bidang urusan yang menjadi perhatian seperti pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan
perikanan, perdagangan, dan perindustrian.

a. Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Kontribusi sektor pertanian secara umum (pertanian,
perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan
kehutanan) pada pembentukan struktur perekonomian
Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari 13,71 persen
pada tahun 2011 meningkat menjadi 15 persen pada tahun
2012. Namun pada tahun 2013, pada sektor pertanian terjadi
penurunan andil terhadap PDRB yakni sebesar 13,78 persen.
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Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan
Timur, Kabupaten Berau memiliki tugas untuk mendukung
program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur
dimana hingga saat ini program tersebut masih jauh dari
harapan. Khusus Kabupaten Berau, produksi padi setiap
tahunnya mengalami peningkatan dengan total produksi
mencapai 40.794 ton pada tahun 2013.Seperti yang terlihat
pada tabel di bawah ini, produktivitas padi pun tergolong
cukup tinggi dimana pada tahun 2013 mencapai 3,44 yang
mengindikasikan bahwa rata-rata hasil panen padi di
Kabupaten Berau sebanyak 3,44 ton di setiap hektarnya.

Tabel 2.16

Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi (Sawah dan Ladang)

Menurut Kecamatan 2008-2013

Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Total Total
No | Tahun ] ] ] ] Luas Produksi Produktivitas
Padi Padi Padi Padi Panen Padi
Sawah | Ladang | Sawah | Ladang (Ha) (Ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
1. 2008 4.291 6.033 14.706 | 14.901 10.324 29.607 2,87
2. 2009 3.522 5.125 12.128 | 12.693 8.647 24.821 2,87
3. 2010 5.059 8.230 17.419 | 20.626 13.289 38.045 2,86
4, 2011 4.456 5.446 16.559 | 13.504 9.902 30.063 3,04
5. 2012 4.343 7.508 16.836 | 18.545 11.851 35.381 2,99
6. 2013 * * * * 11.851 40.794 3,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014.

b.

Subsektor Perkebunan

Pada tahun 2013, jenis tanaman perkebunan yang
dikembangkan oleh masyarakat maupun Pemerintah
Kabupaten Berau baik kelapa, karet, kopi, lada, cengkeh,
kakao, dan kelapa sawit, secara umum mengalami kenaikan
produksinya.

Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini,pada tahun
2013 produksi terbesar dalam hitungan berat ton pada
komoditas perkebunan adalah kelapa sawit yakni sebesar
98.706,9 ton dengan luas tanam seluas 19.051,02 ha.
Sedangkan komoditas yang memiliki produktivitas paling tinggi
juga tanaman kelapa sawit yang memiliki produktivitas sebesar
5,18 ton/ha yang Dberarti setiap hektarnya mampu
menghasilkan panen sebanyak 5,18 ton kelapa sawit.
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Tabel 2.17
Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja

Kabupaten Berau, Tahun 2013

. Produksi | Produktivitas Tenaga

No Komoditas Luas Tanam .
(Ton) (Ton/Ha) Kerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kelapa 3.044,30 3.148,81 1,03 2.542
2 Karet 2.204,50 697,50 0,32 1.630
3. | Kopi 586,50 85,80 0,15 449
4 Coklat 4.057,03 3.439,42 0,85 3.953
5 Lada 1.607,30 1.088,04 0,68 1.723
6. | Kelapa Sawit 19.051,02 | 98.706,9 5,18 12.313

Sumber :

C.

Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014

Subsektor Kehutanan

Sebagai bagian dari pulau Kalimantan yang memiliki
keanekaragaman hayati terutama kawasan hutannya,
Kabupaten Berau memiliki hutan yang cukup luas hingga
mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. Sebagian besar kawasan
hutan di Kabupaten Berau merupakan hutan produksi
maupun hutan produksi terbatas.Seperti yang terlihat pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Luas Kawasan Hutan menurut Fungsinya

(berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan)

Kabupaten Berau, Tahun 2012

No Fungsi Kawasan Hutan Luas

(1) (2) (3)

1. Taman Wisata Alam 17,00

2. Hutan Lindung 339.391,45

3. Hutan Produksi Terbatas 631.491,85

4. Hutan Produksi 616.210,93
Jumlah 1.587.111,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013
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d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Struktur perekonomian terbesar di Kabupaten Berau
disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang
memiliki andil dalam pembentukan PDRB sebesar 57,84 persen
pada tahun 2013. Sebagai penyumbang struktur perekonomian
terbesar di Kabupaten Berau, sektor ini mengalami
permasalahan yang karena  termasuk  sektor yang
mengeksploitasi sumber daya alam tak terbaharui. Oleh karena
itu, tingginya kontribusi yang setiap tahun diberikan oleh
sektor ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk
menciptakan pembangunan berkelanjutan.

e. Subsektor Kelautan dan Perikanan

Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini,produksi
ikan segar selama enam tahun terakhir (2008-2013),
Kabupaten Berau mengalami kenaikan produksi secara
kontinyu dimana pada tahun 2008 mendapatkan ikan segar
sebanyak 14.136,10 ton dan meningkat pada tahun-tahun
berikutnya hingga mencapai 15.695,90 ton ikan segar pada
tahun 2012 dan meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi
15.884,40 ton.

Gambar 2.15
Produksi Ikan Segar (Ton)
Kabupaten Berau, Tahun 2008-2013

16.500,00

16.000,00 15.884,40

15.500,00 15.695,90

15.509,80
15.000,00
14.922,40

14.500,00 14.630,90

14.000,00

14.136,10

13.500,00

13.000,00 T
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber : Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014

Pada budidaya perikanan darat, sebagian besar
produksinya berada pada jenis budidaya yang berada di
tambak (56,83% dengan produksi 590,5 ton). Sedangkan yang
paling sedikit produksinya adalah produksi pada budidaya
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yang menggunakan keramba yakni sebesar 10,30 persen (107
ton), sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar
Persentase Produksi Budidaya Perikanan Darat menurut Jenis Budidaya,
Kabupaten Berau, Tahun 2013

Tambak;
56,83%

Kolam; 18,76%

Budidaya Laut;
14,12%

Keramba;
10,30%

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014

f. Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Berau sebenarnya sudah cukup
berkembang dari tahun ke tahun dimana resort-resort semakin
diminati oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
Namun, sulitnya akses menuju resort menjadi salah satu
permasalahan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk
mengoptimalkan potensi obyek pariwisata tersebut. Seperti
yang terlihat pada tabel 2.10, pada tahun 2013, jumlah
wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Berau mencapai
61.943 orang dimana 748 orang merupakan wisatawan
mancanegara dan 61.195 orang merupakan wisatawan

nusantara.
Tabel 2.19
Statistik Pariwisata Kabupaten Berau

No Uraian 2012 2013
(1) (2) (3) (4)
1. | Jumlah Obyek Wisata 14 14
2. | Jumlah hotel/penginapan 50 60
3. | Jumlah Wisatawan * 61.943

- Wisatawan Mancanegara * 748

- Wisatawan Nusantara * 61.195
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h. Perdagangan

Kontribusi ketiga terbesar dalam andil pembentukan
perekonomian di Kabupaten Berau adalah sektor perdagangan,
hotel dan restoran yang pada tahun 2013 meningkat andilnya
mencapai 11,87 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi
khusus sektor perdagangan, hotel, dan restoran ini cukup
tinggi yakni mencapai 11,63 persen sehingga mengindikasikan
berkembangnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran di
Kabupaten Berau.

i. Industri

Sektor Industri dikategorikan dalam tiga bagian yakni
industri besar, industri menengah, dan industri kecil.
Pemerintah Kabupaten Berau harus memiliki perhatian khusus
kepada industri kecil karena sebagian besar merupakan
industri mikro kecil yang digerakkan oleh masyarakat (rumah
tangga). Pada tahun 2013, jumlah industri kecil mencapai 725
industri dengan tenaga kerja sebanyak 4.225 orang.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dalam pembangunan merupakan salah
satu cara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah
sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama
sumber daya baik alam maupun manusianya. Suatu daya saing
(competitivness) merupakan salah satu faktor keberhasilan
pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan
pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang
tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah
memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah,
fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumberdaya
manusia.

1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1. Hotel dan Restoran

Seperti yang terlihat pada tabel 2.11, jumlah hotel di
Kabupaten Berau mengalami peningkatan setiap tahunnya,
bahkan pada tahun 2013 mencapai 122 unit hotel beroperasi.
Dari ke 122 hotel tersebut terdapat 1.385 kamar yang bisa
ditempati dengan 2.085 tempat tidur. Kenaikan yang cukup
signifikan ini disebabkan karena meningkatnya kepariwisataan
di Kabupaten Berau sehingga perlu memenuhi akomodasi
wisatawan yang meningkat setiap tahunnya.

I
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Tabel 2
Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur
Kabupaten Berau, Tahun 2010-2013

No Tahun Hotel Kamar Tefnpat
Tidur

(1) (2) (3) (4) (5)

1. 2010 50 869 1.322

2. 2011 54 937 1.385

3. 2012 66 1.133 1.748

4. 2013 122 1.385 2.085

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2014

2. Fasilitas Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya sehari-hari. Saat ini, dalam
meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi,
kelistrikan merupakan bidang strategis untuk mencapai
pembangunan berbasis IPTEK tersebut. Persentase
rumahtangga yang menggunakan jasa PLN dalam mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun. Sebanyak 89,57 persen dari
total keseluruhan pelanggan PLN merupakan rumahtangga.

2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu
indikator kesejahteraan rumah tangga. Ketika mengamati pola
konsumsi, maka dapat diperoleh besar-kecilnya tingkat
pengeluaran suatu rumah tangga. Sehingga melalui
pendekatan pengeluaran diperoleh data pendapatan suatu
rumah tangga yang pada akhirnya dapat menjadi indikator
yang memberikan gambaran kesejahteraan penduduk.
Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu
pengeluaran untuk makanan dan non makanan

Pada tabel 3.9 dapat dilihat pola konsumsi makanan
masyarakat Kabupaten Berau. Rata-rata pengeluaran seorang
penduduk selama sebulan selama kurun waktu tahun 2011 -
2013 mengalami peningkatan untuk makanan. Secara umum
rata-rata pengeluaran makanan lebih banyak digunakan untuk
membeli makanan dan minuman jadi. Pengeluaran rata-rata
terkecil kelompok makanan digunakan untuk membeli umbi-
umbian. Hal ini wajar, mengingat masyarakat Kabupaten
Berau makanan pokoknya bukan berasal dari umbi-umbian,
namun biasanya hanya dijadikan makanan kudapan dipagi
hari atau sore hari saja.
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Tabel 2.21

Pengeluaran Perkapita Makanan dan Minuman Jenis Pengeluaran Sebulan
Tahun 2011 - 2013 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran Tahun
2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4)

Padi-Padian 50.380 58.196 66.486
Umbi-Umbian 3.255 2.628 3.750
Ikan/Udang/Cumi/Kerang 54.550 62.283 62.613
Daging 13.993 15.107 20.233
Telur dan Susu 39.745 42915 46.537
Sayur-sayuran 33.831 32.516 45.219
Kacang-kacangan 8.082 10.266 12.005
Buah-buahan 18.868 23.444 21.828
Minyak dan lemak 15.375 15.384 17.956
Bahan minuman 20.172 23.047 23.750
Bumbu-bumbuan 11.271 11.264 15.663
Konsumsi lainnya 15.603 16.585 17.847
Makanan dan minuman jadi 84.383 86.949 140.775
Tembakau dan sirih 49.585 69.445 73.740

JUMLAH 419.093 470.029 568.403

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Sementara komposisi pengeluaran untuk non makanan terlihat
bahwa pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas
rumah tangga merupakan pengeluaran yang paling dominan bila
dibandingkan dengan pengeluaran non makanan lainnya,
sedangkan pengeluaran terkecil adalah pengeluaran untuk
keperluan pesta dan upacara / kenduri.

Tabel 2.22

Pengeluaran Perkapita Non Makanan Menurut Jenis Pengeluaran Sebulan
Tahun 2011 - 2013 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran Tahun
2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga 220.696 232.239 258.774
Aneka barang dan jasa 125.375 194.507 274.563
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala 21.326 32.433 30.077
Barang tahan lama 33.939 8.720 15.365
Pajak, pungutan dan asuransi 15.615 13.531 23.214
Keperluan pesta dan upacara/kenduri 4.086 1.811 2.246
JUMLAH 421.037 483.240 604.240

Pada tabel diatas, terlihat kenaikan yang cukup besar dari tahun
2011-2013 untuk pengeluaran aneka barang dan jasa cukup
signifikan yaitu mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. Jika
melihat total pengeluaran non makanan perkapita sebulan
selama 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat konsumsi non makanan penduduk
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Kabupaten Berau terus meningkat seiring dengan peningkatan
pendapatan yang diperoleh.

2. Evaluasi Umum Kinerja Tahun Lalu.

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana
dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah
dalam kertas kerja, maka secara keseluruhan indikator kinerja
organisasi Pemerintah Kabupaten Berau selama empat tahun
terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2011 - 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014

AGENDA I : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Berau, sehingga memiliki ketahanan
mental, spiritual dan fisik agar mampu berperandan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang,
baik di tataran Propinsi Kalimantan Timur maupun nasional

1 | Meningkatnya 1 Pendidikan Anak Usia % 40 54,61 56,76 90,03
kualitas Dini (PAUD)
pe}r]l.dldlkind K 2 Penduduk yang berusia % 72 99,57 99,53 99,52
liir;rliiiagur;lai S >15 tahun melek huruf
Manusia ( IPM) (tidak buta aksara)
Kabupaten Berau | 3 Angka Partisipasi Murni | % 87 105,43 101,59 97,64
berada pada (APM) SD/MI/Paket A
peringkat 3 di
E;Erlilrantan 4 Angka Partisipasi Murni | % 59 76,24 73,34 83,99
) (APM) SMP/MTs/Paket
B
5 Angka Partisipasi Murni | % 50 66,61 67,93 70,71
(APM))
SMA/SMK/MA/Paket C
6 Angka Putus Sekolah % 1 0,17 0,15 0,12
(APS) SD/MI
7 Angka Putus Sekolah % 0 0,23 0,14 0,16
(APS) SMP/MTs
8 Angka Putus Sekolah % 0 1,02 0,40 0,22
(APS) SMA/SMK/MA
9 Angka Kelulusan (AL) % 100 100,00 100,00 100,00
SD/MI
10 Angka Kelulusan (AL) % 100 99,96 100,00 99,90
SMP/MTs
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11

Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA

%

100

99,17

99,89

99,69

12

Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs

%

100

96,09

90,62

105,79

13

Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA

%

97

99,81

104,29

91,09

14

Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV

%

92

46,86

60,48

64,47

15

Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan daerah

judul
buku

2.500

48.705

67.020

67020

16

Pengunjung
perpustakaan dalam 1
th

orang

7.428

8.290

20.619

24.576

17

Meningkatnya Minat
Baca masyarakat usia
dini

Kelompok
Belajar

Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat tahun
2015 diatas rata-
rata Propinsi
Kalimantan Timur

18

Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani

%

60

93,00

93,20

92,94

19

Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan

%

95

96,00

96,87

84,01

20

Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

%

79

100,00

88,18

93,64

21

Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan

%

100

100,00

100,00

100,00

22

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA

%

63

50,00

44,67

69,65

23

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD

%

100

100,00

100,00

100,00

24

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

%

100

100,00

88,22

89,11

25

Cakupan kunjungan bayi

%

70

85,00

72,00

69,91

26

Prevalensi peserta KB
aktif

%

99

98,02

98,46

92,69
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27 Jumlah PUS keluarga PUS 6
Miskin yang
mendapatkan Pelayanan
KB dan Alat Kontrasepsi
28 Jumlah posyandu aktif posyandu 234 99 90 100
29 Jumlah Kader Posyandu | Orang 2.263
yang mendapatkan
honor
30 Jumlah Kader Posyandu | orang 255
yang mengikuti
pelatihan kader
posyandu
3 | Meningkatnya 31 Gelanggang / balai unit - - 7,00 7,00
prestasi pemuda remaja
dalam bidang
olahraga di 32 Lapangan olahraga unit 11 37 48 56
tingkat propinsi,
nasional dan 33 Perencanaan Dokumen 8
bahkan Pembuatan Lapangan
internasional. Olahraga
34 Terpeliharnya Sarana unit 5
dan prasarana olah raga
35 Jumlah atlet berprestasi | orang 10 187 24 313
4 | Meningkatnya 36 Partisipasi angkatan % 53 53,00 99,83 72,30
peran serta kerja perempuan
perempuan dalam
bidang 37 Jumlah PKK aktif % 59 95,00 93,05 100,00
pembangunan.
5 | Meningkatnya 38 Partisipasi perempuan % 47 46,00 46,38 72,30
indeks di lembaga pemerintah
pemberdayaan
gender dan indeks | 39 Angka melek huruf % 51 78,00 78,82 97,00
pembangunan perempuan usia 15th
gender. keatas
6 | Menurunnya 40 Tingkat partisipasi % 65 68,77 70,19 82,13
jumlah angkatan kerja
pengangguran per
tahun. 41 Pencari kerja yang % 21 27,39 66,99 71,17

ditempatkan

Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,sehingga menurunkan tingkat kemiskinan

42 Jumlah Lapangan Kerja Unit 5
Mandiri dan
Kewirausahaan
7 | Meningkatnya 43 Pendapatan per kapita Rp. 44,09 38,17 43,06 43,06
kemampuan (Jutaan)
masyarakat dalam
berusaha untuk 44 Keluarga Pra Sejahtera % 33 33,00 54,99 54,99

meningkatkan
taraf hidup layak.

dan Keluarga Sejahtera I
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Menurunnya
jumlah
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial

45

Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi

buah

14

46

Penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial

%

55

78,74

84,00

84,00

47

PMKS yg memperoleh
bantuan sosial

%

100

76,13

62,58

62,58

Tujuan 3: Menjadikan kawasan pedalaman dan pesisir, pantai serta eks transmigrasi sebagai kawasan andalan

yang mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin

48

Peningkatan Kemampun
dan Penghasilan
Keluarga Miskin

Orang

234

49

Pendampingan KAT
sebagai motivator
Warga KAT

Orang

30

50

Pemberdayaan Keluarga
Miskin

Orang

350

Dikembangkannya
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
kawasan
pedalaman,
pesisir serta eks
pemukiman
transmigrasi
sesuai dengan
potensi unggulan
wilayah
berdasarkan
kawasan sentra
produksinya.

51

Transmigran swakarsa

KK

AGENDA II: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berpihak Kepada Rakyat

Tujuan 1: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai

stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatan taraf hidup

10 | Meningkatnya 52 Rumah tangga pengguna | % 25 19,80 23 35
cakupan air bersih
pelayanan air
minum/air bersih.

11 | Meningkatnya 53 Persentase rumah % 57 67,00 74 82
pemenuhan menggunakan listrik
kebutuhan listrik
( melalui 54 Pemenuhan kebutuhan | % 73 74,00 64 64
pembangunan listrik
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PLTU, PLTMH, 55 Terpenuhinya Listrik unit 104
solar cell hybrid, Pedesaan dengan sarana
PLTS). prasarana PLTS
56 Terpenuhinya Listrik unit 2
Pedesaan dengan sarana
prasarana PLTMH
57 Tersedianya data dokumen 2
potensi yang akurat
untuk PLTMH
58 Tersedianya dan Paket 1
terpasangnya sarana
dan prasarana
ketenagalistrikan
12 | Terbangunnya 59 Lingkungan pemukiman | % 1 3,00 0,92 1,65
sarana dan kumuh
prasarana dasar
perumahan layak 60 Rumah layak huni % 6 51,90 46,59 48,17
huni hingga tahun
2015 bagi 61 Penyuluhan dan Kec 2
masyarakat pengawasan kualitas
berpenghasilan Lingkungan Sehat
rendah. 62 Perencanaan Buku 5
Peningkatan Prasarana
Kawasan Nelayan
13 | Jalan Poros 63 Jumlah kecamatan Kec 12 13 12 12
Kecamatan tuntas tuntas jalan poros
pembangunannya.
14 | Pada tahun 2014 64 Kawasan produksiyang | % 66 50,21 56,65 73,90
telah terbangun memiliki akses jalan
secara bertahap baik
jalan menuju ke
kawasan sentra
produksi dan jalan
produksi didalam
kawasan sentra
produksi.
15 | Meningkatnya 65 Jumlah pesawat yang Unit 4 6 8 9
kapasitas bandara dilayani
66 Pembangunan Bandara | Jenis 2
Tahap 1
67 Terbangunnya gedung Jenis 5

terminal penumpang,
VIP, Menara Kontrol,
Area Parkir dan fasilitas
pendukung oprasional
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16

Meningkatnya dan
dikembangkannya
pelabuhan dan
dermaga
penyeberangan di
Kecamatan
Terpenuhi
fasilitas
keselamatan
pelayaran disetiap
pelabuhan.

68

Pelabuhan dan dermaga
yg ditingkatkan

Unit

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis

agribisnis dan ekowisata.

69

Perencaaan
Pembangunan dermaga
wisata

Master
Plan

70

Terabangunnya
jembatan tambat
perahu/kapal nelayan

Unit

71

Tersedianya dokumen
Perencanaan
Pembangunan dolphin
dan vender

Dokumen

72

Dokumen Study
Kelayakan / FS serta
dokumen UPL dan UKL
perencanaan
pembangunan dermaga

Dokumen

17

Tercapainya
swasembada
beras tahun 2012.

73

peraturan tentang
kebijakan ketahanan
pangan dalam bentuk
perda,perkada, dsb

dokumen

Ada

Ada

Ada

74

Ketersediaan pangan
utama

Kg
(Jutaan)

30,07

23,94

47,01

86,04

75

Produktivitas padi atau
bahan pangan utama
lokal lainnya per hektar

ton/ha

3,86

3,16

3,25

76

Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB

%

2,29

2,23

2,17

77

Meningkatnya jumlah
desa mandiri pangan

kampung

78

Terbangunnya lumbung
pangan dan lantai jemur
di daerah sentra
produksi

unit

79

tersedinaya data
ketersedianaan di 9
kecamatan

kecamatan
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80 Tersedianya data pola kampung 3
distribusi dan akses
pangan di 3 kampung
18 | Meningkatnya 81 Produksi perikanan % 64 110,65 99,62 101,10
ekspor komoditas g7 Konsumsi ikan % 37 12640 | 99,91 100,04
perikanan
19 | Terbangunnya 83 Jumlah industri unit - - - -
industri pengalengan ikan
pengalengan
perikanan.
20 | Meningkatkan 84 Jumlah Kali 5 6 7 7
promosi investasi promosi/pameran/expo
yang efektif investasi
terhadap
pemilihan negara
sasaran promosi
investasi yang
tepat dengan
menyajikan profil-
profil investasi
prospektif.
21 | Meningkatnya 85 Jumlah koperasi aktif koperasi 216 232 237 257
jumlah koperasi 86 Meningkatnya jiwa wira | Paket 1
usaha koperasi dan UKM
87 Peningkatan paket 1
pengetahuaan pengurus
koperasi
88 Sosialisasi prinsip - Paket 1
prinsip pemahaman
perkoperasiaan
89 Pembinaan dan Paket 1
Pengawasan dan
Penghargaan koperasi
22 | Meningkatnya 90 Kontribusi sektor % 9 9,44 7,56 14,56
nilai volume Industri terhadap PDRB
usaha 91  Pertumbuhan Industri | .% 1 2,29 13,49 16,29
92 Kontribusi sektor % 11 11,29 11,31 11,63
Perdagangan terhadap
PDRB
93 Ekspor Bersih USD/ Rp 14,86 14,86 1.289,02 1.265,48
Perdagangan (Juta)
94 Peningkatan Jenis 1
Keterampilan IKM
95 Terwujudnya Paket 1
Persaingan Gugus
Kendali Mutu
96 Terwujudnya Paket 1

Peningkatan penjualan
produk UKM
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97 Tercapainya Paket 1
peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Produk
23 | Menurunnya 98 Jumlah kasus kebakaran | Kali - - Tidak 4
kasus kebakaran hutan Ada
hutan
99 Terlaksananya kegiatan | kecamatan 12
pengamanan dan
perlindungan hutan
100  Penertiban dan kecamatan 10
pengendalian hutan
hak/rakyat
24 | Terlaksananya 101  Usaha tambang yang % 89 80 78 61,90
pengawasan dan sesuai amdal
i ksi usah
i)nesrr'zzrrfll) :;2 ara: 102 Terla.lksa.nanya lokasi 13
agar sesuai monitoring dan
dengan pengawasan kegiatan
perencanaan dan penfarr.lb'angan serta
dokumen amdal tertib izin
yang telah . -
ditetapkan. 103  terciptanya tertib kecamatan -
kegiatan pertambangan
mineral dan batubara
104  Tersusunya draf perda perda 1
pertambangan dan
energi
25 | Meningkatnya 105 Penyelenggaraan kali 3 6 11 12
obyek wisata, festival seni dan budaya
wisatawan
mancanegara dan
wisatawan 106  Sarana penyelenggaraan | buah 5 7 8 6
nusantara seni dan budaya
107 Benda, Situs dan % 50 52,18 55 55
Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
108 Bertambahnya sumber kegiatan 4
dan potensi objek wisata
109  Kunjungan wisata orang 81.386 99.706 184.485 87.597

Tujuan 3 : Menciptakan alam yang lestari melalui penegakkan aturan pemanfatan lahan dan sumber daya alam
dan koordinasi rencana tata ruang wilayah

110

Tersedianya informasi
mengenai
kepariwisataan berau

kegiatan
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26 | Terbangun 111  Luas irigasi Kabupaten % 53 42,87 45,20 46,51
saluran irigasi dalam kondisi baik
tersier,sekunder
dan primer, pintu
air, dan waduk
dilokasi kawasan
sentra produksi
pertanian
tanaman pangan.
27 | Meningkatnya, 112  Penanganan sampah % 100 100 100 100
nilai skor rata-
rata Adipura dan 113  Tempat pembuangan % - - 100 65
adiwiyata. sampah (TPS) per
satuan penduduk
28 | Meningkatnya 114  Cakupan pengawasan % 70 70 75 90
jumlah terhadap pelaksanaan
penanganan kasus amdal.
kerusakan
lingkungan. 115  Penegakan hukum % 100 100 100 100
lingkungan
116  Terselesaikannya kasus | Kasus 14
dugaan kerusakan dan
pencemaran LH
117 laporan pemantauaan buku 10
kerusakan LH
118  tersedianya brosur - eksemplar 150
brosur atau info AMDAL
dan peralatan /
perlengkapan AMDAL
119  Jumlah penambangan perusahaan - - Tidak Tidak Ada
liar yang ditertibkan Ada

AGENDA III : Menciptakan Kabupaten Berau yg Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintah Yang Bersih
dan Berwibawa dan suasana masyarakat yang kondusif.

Tujuan 1: Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu

mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional.

29 | Terlaksananya 120  Ketepatan waktu % 100
sistem pelaporan laporan:
dan pembinaan
penyelenggaran 121  -Lakip Dokumen 1 Tepat Tepat Tepat
gzgz;lr;?fgan 122 -LPPD dan LKPJ dokumen 1 Tepat Tepat Tepat
optimal. 123  -Laporan Keuangan dokumen 1 Tepat Tepat Tepat
(neraca, arus kas, dan
calk)
124  Peringkat LPPD di Peringkat 7 2 6 2
propinsi
30 | Meningkatnya 125  Peningkatan % 121 133,00 100,00 100,00
penerimaan penerimaan daerah

" " ]
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daerah. 126  Jumlah penerimaan Rp 2.446,75 1.979,00 1.907,46 2.362,32
daerah (Milyar)
31 | Meningkatnya 127  SKPD yang menerapkan | SKPD 59 59 59 59
kualitas manajemen berbasis
manajemen kinerja
berbasis kinerja
serta penataan
organisasi dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah.
32 | Penataan dan 128  Jumlah perda yang Perda 16 15 18 12
penetapan produk dibuat
hukum daerah.
33 | Meningkatnya 129  Penerapan pengelolaan | % 60 61 64,40 60
sistem arsip secara baku
administrasi
kearsipan. 130  Terselenggaranya Jenis 3
Sistem Kearsipan secara
Konvensional, Secara
elektronik dan alih
media
131  Terpeliharanya Paket 1
dokumen / arsip daerah
132  Terkelolanya dokumen / | SKPD 2
arsip daerah
133  Kegiatan peningkatan SKPD 1 2 38 53
SDM pengelola
kearsipan
34 | Tewujudnya 134  Tim tanggap darurat orang 21 Ada Ada Ada
pencegahan dan bencana
pengurangan 135 Tersedianya diteksi dini | kali / 3
resiko bencana e .
. stabilitas politik dan keg
termasuk kesiap
. keamanan
siagaan,
pering.a'.can c.lini 136  Tercapainya koordinasi | jenis 5
dan mitigasi. antar tim Satkorlak pada
penanggulangan
bencana
137  Pelatihan Orang 40
Penanggulangan
Bencana
35 | Diterapkannya 138  Jumah SKPD yang telah SKPD 7 8 10 11

Standar pelayanan
Minimal (SPM))
pada semua SKPD
di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten.

menerapkan SPM
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36

Terbangunnya
jaringan teknologi
komunikasi dan
informasi di
lingkungan
pemerintah
kabupaten dan
propinsi dan
kecamatan.

139

Buku "kabupaten dalam

angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

140

Buku "PDRB kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

37

Optimalnya
pengembangan e-
Government
melalui
pelaksanaan
sistem informasi
manajeman
pemerintah di
lingkungan
pemerintah
kabupaten dan
provinsi serta
kecamtan.

141

Web site milik
pemerintah daerah

paket

Ada

Ada

Ada

38

Meningkatnya
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah.

142

Jumlah perda yang
dihasilkan

perda

12

12

18

12

39

Meningkatnya
pelayanan
pemerintah
daerah dalam
rangka pelayanan
administrasi
secara tertib dan
teratur.

143

Indeks kepuasan
layanan masyarakat

%

75

30

63,46

74,00

144

Sistim Informasi
Manajemen Pemda

buah

Tujuan 2 : Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government.

40

Pada tahun 2014
semua SKPD yang
berstatus
pelayanan sudah
mempunyai SPM.

145

Jumah SKPD yang telah

menerapkan SPM

SKPD

10

11

41

Pengembangan e-
government
melalui
pelaksanaan
sistem pelayanan
manajemen
keuangan daerah

146

Adanya sistem informasi
manajemen keuangan

paket

Ada

Ada

Ada

RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2016

BABII - 54




dan sistem 147  Adanya sistem informasi | paket 1 Ada Ada Ada
pengadaan barang pengadaan barang dan
dan jasa secara jasa
elektronik dan
pelayanan pajak
secara elektronik
dandi 13
kecamatan
42 | Memperpendek 148 Pelayanan satu atap Pelayanan 11 11 11 13
waktu birokrasi
pelayanan dan
perizinan i 149 Pelayanan sesuai Pelayanan 11 11 11 13
kabupaten dan 13
standar waktu
kecamatan.
43 | Terlaksananya 150  Jumlah kormonev kali / 1 1 2 2
koordinasi, keg
monitoring dan
evaluasi
(kormonev)
pelaksanaan
inpres No. 5
Tahun 2004
tentang
percepatan
pemberantasan
korupsi.
44 | Meningkatnya 151  Pejabat yang telah % 70 71 94 94
kualitas aparatur memenuhi persyaratan
pemerintah pendidikan formal dan
daerah. kemampuan sesuai
dengan bidang tugasnya
45 | Terlaksananya 152  Tersedianya dokumen Ada ada Ada Ada Ada
koordinasi, perencanaan RPJPD yg
monitoring dan telah ditetapkan dgn
evaluasi PERDA
pembangunan
sesuai Undang- 153  Tersedianya Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada
Undang Nomor 25 Perencanaan : RPJMD yg
Tahun 2004. telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
154  Tersedianya Dokumen Ada 85 Ada Ada Ada
Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn
PERKADA
155  Penjabaran Program % 85 91 90 90

Tujuan 3 : Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan

RPJMD kedalam RKPD

membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan
masyarakat
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46 | Terciptanya 156  Jumlah konflik sara kasus - Tidak Tidak Tidak Ada
pemantapan Ada Ada
persatuan,
kesatuan dan
kerukunan
bangsa.
47 | Meningkatnya 157  Pelatihan Pengendaliaan | Tahun 1 1 1 1
kewaspadaan dan Keamanan dan
wawasan kenyamanan
kebangsaan. Lingkungan
48 | Terlaksanya 158  Peningkatan kerjasama | Kasus Tidak Tidak Tidak Tidak Ada
pencegahan dini dengan aparat Ada Ada Ada
dan keamanan dalam teknik
penanggulangan pencegahan kejahatan
konflik.
49 | Terbangunnya Pos | 159  Jumlah Polmas dibangun | unit - - 5 5
Perpolisian
Masyarakat
(POLMAS) di
kampung dan
tempat khusus.
Tujuan 4: Mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan
interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis
50 | Meningkatnya 160 Kegiatan pembinaan kali / 3 2 14 14
partisipasi politik daerah keg
masyarakat dalam
m.e.nggunakan hak g1 Partisipasi masyarakat % 82 - 54,00 54,00
pilihnya pada dalam pemilu
Pemilu sebesar 85
%.
51 | Peningkatan 162  Kegiatan pembinaan kali / - 1 9 9
kewaspadaan dan terhadap LSM, Ormas keg
wawasan dan OKP

kebangsaan dalam
NKRI.

Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil

52 | Terbangunannya 163  Panjangjalan kabupaten | % 66 57,42 59,69 61,06
jalan, jembatan. dalam kondisi baik
53 | Meningkatnya 164  Peningkatan PDRB % 10 9,60 33,20 14,54
perekonomian
melalui berbagai
sektor. 165 Jumlah PDRB Rp 7.894.920 | 9.607.426 | 9.607.426 | 12.814.780
(Milyar)
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54

Terbentuknya
peran

kelembagaan desa
dan kecamatan.

166

Desa yang telah
mempunyai
kelembagaan

%

100

100

100

100

Sumber : Lakip Kabupaten Berau 2011-2014
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BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, dimana
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi
ekonomi makro dan analisis perekonomian daerah.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi
Kabupaten Berau, serta dengan memperhatikan kondisi ekonomi
Daerah, Nasional dan Global, maka kebijakan ekonomi daerah
Kabupaten Berau pada tahun 2016 diarahkan pada pertumbuhan
ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas
ekonomi makro dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada
sektor riil, mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan
kerja, serta prioritas pembangunan perekonomian pada sektor yang
memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.

Komitmen kebijakan pemerintahan dan pembangunan adalah
memelihara stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan memantapkan
sektor keuangan = pemerintah  daerah, meningkatkan  kualitas
pertumbuhan dan mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan
melalui penciptaan iklim dan investasi yang lebih baik. Dengan demikian
diharapkan kondisi tersebut menstimulus perbaikan kinerja ekonomi
daerah dan selanjutnya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak
langsung terhadap perbaikan perekonomian masyarakat secara umum.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian
usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat,memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan
masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah,
serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor
primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang
dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat
memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan
dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran
untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan
anggaran berbasis kinerja.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Berau

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan
perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian
global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan
oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang
menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau
sebesar 7,40 persen, namun demikian pertumbuhan tak sebesar tahun
2012 yaitu sebesar 7,99 persen setelah mengalami revisi yang pada
penerbitan tahun lalu sebesar 8,03 persen. pertumbuhan didukung oleh
sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 3.539,04
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milyar rupiah atau 8,73 persen pertumbuhan tak sebesar tahun 2012
yaitu 10,12 persen namun jika dilihat nilai riilnya lebih besar pada
tahun 2012. PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, sehingga
mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar
3.254,85 milyar rupiah. Jika dilihat dari besaran Total PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku juga mengalami kenaikan atau peningkatan pada
tahun 2013 PDRB  Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 12.814,78
milyar rupiah sedangkan tahun 2012 sebesar 11.187,56 milyar
rupiah yang berarti  mengalami  peningkatan sebesar 14,55
persen. Sehingga perekonomian di Kabupaten Berau dapat
dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi dan didorong oleh
kenaikan harga serta roda perekonomian berjalan dengan baik.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sektor
pertambangan khususnya batu bara merupakan salah satu leading
sector di daerah ini, sebagaian besar masih untuk konsumsi pasar
luar negeri. Dengan share 55,57 persen terhadap total PDRB membuat
lokomotif  perekonomian Kabupaten Berau didominasi oleh
pertambangan yang diberi julukan “ emas hitam “ hal ini seyokyanya
menjadi pemikiran dan perhatian pemerintah. Sudah sa’atnya daerah
tidak terlalu menggantungkan kepada kekayaan alam. Memang dalam
jangka waktu yang pendek keunggulan sumber daya alam di
Kabupaten Berau ( keunggulan komperatif) akan menguntungkan
perekonomian daerah. Namun perlu diingat bahwa bahan -bahan
mineral tersebut tidak bisa diperbaruhi. Disamping itu, kelestarian
lingkungan juga tidak bisa di abaikan begitu saja. Sudah waktunya
Ekonomi Hijau ( Green Economic )harus menjadi perhatian khusus
pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang sudah dicanangkan lama
tahun yang lalu. Sehingga Kabupaten Berau menuju Produk Domestik
Sektor Skunder dan tersier diantaranya sector perdagangan. Sehingga
mempunyai pendapatan per Kapita yang merata apabila sektor ini
benar-benar tercapai.

Gambar 2.17

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstant(2000) Tahun 2008 -2013
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Pertumbuhan ekonomi selama enam tahun terakhir selalu
mengalami peningkatan, dari table di atas terlihat jelas bahwa
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu
tahun 2008 sampai dengan 2013. Secara sektoral pertumbuhan sektor
pertambangan dan penggalian ditahun 2013 mencapai 8,73 persen
lebih kecil dibanding tahun sebelumnya ( 2012 ) yaitu sebesar 10,12
persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh peningkatan aktivitas
ekonomi sub sektor pertambangan batu bara. Sektor pertanian
mangalami peningkatan dalam pertumbuhannya, pertumbuhan
tersebut disumbang oleh sunsektor Peternakan sebesar 10,36 persen
namun demikaian pertumbuhan tak sebesar ditahun 2012 atau
sebelumnya yaitu sebesar 11,60 persen yang berarti ada penurunan
pertumbuhan sebesar 1,24 persen dibanding tahun 2012, sub sector
Perkebunan tumbuh sebesar 7,79 persen, subsector Perikanan
meningkat sebesar 5,74 persen, sub sector Tanaman Bahan
Makanan naik sebesar 2,00 persen sedangkan sub sector Kehutanan
mengalami penurunan pertumbuhan 0,55 persen.

Industri pengolahan, sub sektor ini yang ada di Kabupaten
Berau yaitu industri pengolahan tanpa migas terdiri dari Industri
makanan, tekstil, kayu, bahan kertas, bahan galian dan industri
lainnya. yang mengalami peningkatan di subsektor ini adalah Industri
makanan, tekstil, bahan galian dan industri lainnya, sedangakan yang
mengalami perlambatan yaitu industri kayu dan industri bahan
kertas namun secara keseluruhan sektor ini mengalami penurunan
pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,24 persen dibanding tahun 2012
sebesar 1,00 persen ini dikarenakan terhentinya Industri Kertas yang
dikelola oleh PT. Nusantara Kertas yang sangat mempengaruhi besaran
nilai Sektor Industri Pengolahan sedangkan sub sector Industri
pengolahan lainnya mengalami peningkatan. Listrik mengalami
peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 6,31 persen ditahun 2013
yang berarti mengalami pertumbuhan lebih besar dari tahun
2012 sebesar 5,99 persen. sehingga mengalami peningkatan
dibanding tahun lalu sebesar 0,32 persen pertumbuhannya
sedangkan PDAM mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar
6,94 persen ditahun 2013 namun pertumbuhannya tak sebesar tahun
2012 yaitu sebesar 9,00 persen mengalami perlambatan sebesa 0,91
persen. Sektor bangunan mengalami peningkatan  pertumbuhan
pada tahun 2012 sebesar 6,36 persen jika disbanding tahun 2011
ada peningkatan sebesar 1,76 persen yaitu sebesar 4,63 persen.

Sector Perdagangan, subsector ini semua mengalami
peningkatan pertumbuhan pada tahun 2013 yaitu sebesar 11,63
persen. Dan masing pertumbuhan adalah 11,75 persen mengalami
kenaikan pertumbuhan sebesar 3,13 persen dibanding tahun 2012
sebesar 8,62 subsektor Perdagangan, kedua subsector Perhotelan
yaitu sebesar 14,49 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 2,49
persen disbanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 12,00 persen,
subsektror Restoran sebesar 3,77 persen. Sector inilah yang
seharusnya menjadi andalan pemerintah daerah karena sector ini
tidak ada ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam dan sector ini
disebut sector tersier. Jika sector ini dapat menopang perekonomian
didaerah khususnya di Kabupaten Berau maka julukan kota emas
hitam khususnya Batubara dapat diminimalisir kegiatan eksplorasi
dalam melakukan produksinya.
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Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sector yang mempunyai
urutan ke tujuh dalam penyusunan ini, mengalami pertumbuhan
yang sangat signifikan terutama pengangkutan Udara pada tahun
2013 tumbuh sebesar 15,79 persen namun pertumbuhan tak sebesar
ditahun 2012 yaitu sebesar 16,72 setelah diadakannya revisi dalam
penghitungannya, dikuti dengan sector Angkutan Darat pada tahun
2013 tumbuh sebesar 2,52 persen naik sebesar 0,72 persen yang
pada tahun 2012 sebesar 1,80 persen, namun demikian
ada pengangkutan mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu
Angkutan Laut sebesar 10,70 persen yang patahun 2012 tumbuh
sebesar 11,93 persen, jika angkutan Sungai pada tahun 2012
mengalami penurunan pertumbuhan namun ditahun 2013
mengalami kenaikan sebesar 5,43 persen yang berarti mengalami
kenaikan sebesar 1,58 persen disbanding tahun 2012 yang sebesar
3,85 persen. dan Komunikasi juga mengalami perlambatan
pertumbuhan yaitu sebesar 8,18 persen pada tahun 2013 dibanding
tahun 2012 sebesar 10,00 namun jasa penunjang Komunikasi naik
sangat seknifikan yaitu sebesar 11,43 persen di tahun 2013 yang
berarti ada kenaikan pertumbuhan sebesar 3,25 persen disbanding
tahun 2012 yang sebesar 7,88 persen.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, setktor ini
seluruh subsectornya mengalami peningkatan pertumbuhan yang
masing adalah sector Bank tumbuh sebesar 8,90 pada tahun 2013
yang berarti ada kenaikan pertumbuhan sebesar 1,40 persen
disbanding tahun 2012 yang sebesar 7,50 persen, sector Lembaga
keuangan bukan BANK tumbuh sebesar 1,73 persen, Sewa bangunan
sebesar 1,15 dan sector Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 11,90
persen sector ini mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang
sangat signifikan yaitu 6,90 persen dibandimg tahun 2012 yaitu
sebesar 5,00 persen.

Sektor Jasa —jasa jika dibandingkan tahun sebelumnya
secara  keseluruhan  mengalami peningkatan  pertumbuhan
sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 5,49 dan pada tahun 2012
sebesar 4,28 persn. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sub sektor
jasa Pemerintahan sebesar 5,60 persen pada subsekor jasa yang
lain semua subsector mengalami kenaikan yaitu sub sector jasa
Swasta, Jasa Sosial kemasyarakan, Jasa Hiburan dan jasa
perorangan berturut-turut sebesar 4,25 persen, 3,67 persen, 3,67
persen, 5,21 persen dan 4,60 persen pada tahun 2013.
Namun demikian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau secara
keseluruhan Tumbuh sebesar 7,40 pada tahun 2013 sedangkan
ditahun 2012 sebesasr 7,99 persen, hal ini seiring dan
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu sebesar 6,3
persen. Lihat tabel berikut :
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Lapangan usaha

2008

Pertanian 3.08
Pertambangan dan Penggalian 8.89
Industri pengolahan 1.33
n Listrik dan Air Minum 4.95
Bangunan 6.43
Perdagangan, Hotel dan Restoran  6.37
. Pengangkutan dan Komunikasi 5.23
Keuangan, Persewaan dan Jasa 1.08
Perusahaan :
H Jasa-Jasa 5.02
PDRB 6.50

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Tabel 2.23
Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000
menurut lapangan Usaha Tahun 2008 — 2013.

2009

3.92
7.89
0.09

5.27

8.62

5.13

6.16

1.85

3.87

5.96

2010

3.08
12.20
0.20

4.23

4.57

4.47

4.08

9.14

131

8.05

2011

2.08
11.47
0.20

3.86

4.63

6.41

4.49

1.69

4.48

7.93

2012 2013
296 2,46
10.12 8,73
1.00 (0,24)
6,27 6,31
6.36 11,06
8.52 11,63
10.20 9,46
2.25 1.88
428 5,49
7.99 7,40

Dari tabel 2 diatas terlihat jelas bahwa pertumbuhan pada

sektor Pertambangan dan penggalian dan sektor Jasa — jasa

juga

mengalami peningkatan secara keseluruhan. Disektor pertambangan
pertumbuhan didominasi oleh subsektor pertambangan batu bara
sedangkan sektor Jasa - jasa pertumbuhan terbesar adalah jasa

Pemerintahan.

Tabel 2.24

PDRB perkapita Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku dan
atas dasar harga konstan 2000, Tahun 2008 — 2013

PDRB ADH berlaku

PDRB perkapita
(Rp.)
36.546.129

39.984.632
45.115.443
50.089.031
56.106.820

63.708.854

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Pertumbuhan
(%)
10,24
9,41
12,83
11,02

12,01

13,55

Pendapatan Pertumbuhan
perkapita (Rp.) (%)
26.840.658 8,32
29.719.378 10,73
33.955.171 14,25
38.173.781 12,42
43.061.971 12.81
49,353,707 14,61
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Tabel 4. terlihat bahwa PDRB Perkapita atas dasar harga
berlaku pada setiap tahunnya selalu meningkat pada tahun 2008
hingga 2013 meningkat rata - rata sebesar 12,19 persen, sedangkan
Pendapatan perkapita juga mengalami pertumbuhan rata- rata
setiap tahunnya  yaitu sebesar 11,51 persen selama tahun 2008
hingga 2013. Sedangkan pendapatan perkapita adalah jumlah
pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah daerah pada suatu
periode tertentu. Biasanya dihitung setiap periode satu tahun. Untuk
mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan
daerah dihitung dari jumlah seluruh pendapatan daerah tersebut.

Oleh sebab itu jumlah penduduk praktis akan mempengaruhi
jumlah pendapat an perkapita di suatu daerah. Pendapatan perkapita
dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa rata-rata yang
tersedia bagi setiap penduduk disuatu daerah pada suatu periode
tertentu ( biasanya satu tahun ).

Gambar 2.18
Grafik PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2008 -2013
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Grafik 3. Menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada
pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada setiap
tahunnya. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB )
perkapita atas dasar harga berlaku juga naik yang sangat sangat
signifikan. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita atas dasar harga
berlaku sebesar Rp. 49.353.707 menunjukkan peningkatan jika
dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp. 43.061.971 Produk
Domestik Regional Bruto ( PDRB ) perkapita atas dasar harga berlaku
pada tahun 2013 sebesar RP. 63.708. meningkat dibanding tahun
sebelumnya yaitu TAHUN 2012 sebesar Rp. 56.106.820.

3.1.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya
merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan
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pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah
satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah
adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung dengan
mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan
entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki
tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk
dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran
tersebut disusun dalam Laporan  Realisasi Anggaran yang
harus  dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum
Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna
Anggaran masing- masing SKPD.

Dari segi pengawasan, rangkaian pengelolaan keuangan
daerah periode tahun- tahun sebelumnya, laporan keuangan
yang disusun oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan, menyajikan
laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang
kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi
keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BPKAD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis
realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan
atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai
entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh
BPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Berau. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun
secara sentralistik oleh BPKAD.

3.1.2.1. Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Berau selama kurun waktu tahun 2010-2014
dapat dilihat pada Tabel 3.10, dimana analisis terhadap perkembangan
pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai
20,11 persen. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat
signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 62.18%. Secara
umum selama kurun waktu lima tahun terakhir, semua unsur PAD
yang menunjukkan peningkatan yakni pajak daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Meskipun Retribusi
Dearah mengalami fluktuasi tetapi kecendrungannya mengalami
peningkatan.

Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu
lima tahun terakhir mengalami kenaikan dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 17,61 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh
unsur dana bagi hasil pajak/dan bukan pajak dan DAU dan DAK yang
juga cenderung meningkat.
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Kenaikan dana

bagi

hasil

pajak/dan

bukan

pajak

menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat dan pendapatan dari ekplorasi/eksploitasi SDA yang
dibagihasilkan kepada daerah.
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Berau
(dalam jutaan rupiah)
) Rata-rata
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PENDAPATAN 1.184.063 | 1.706.072 | 1.977.946 | 1.904.810 | 2.364.490 20,11
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.523 154.643 15.719 178.663 240.856 62,18
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.726 18.941 22.941 31.036 39.907 96,45
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 12.020 38.512 8.241 13.237 14.455 52,91
1.1.3 \P(g:gag;‘)ﬁzghizz" Pengelolaan Kekayaan Daerah 20.669 24.987 20.920 27.011 27.341 8,74
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 55.109 72.204 105.085 107.378 159.153 31,74
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 983.205 142.031 | 1.667.235 | 1.644.634 | 1.880.199 250,32
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 895.092 1.272.050 1.480.893 1.413.944 1.646.447 17,61
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak 61.123 60.658 68.894 71.924 61.242 0,59
1.2.1.2 2;':%83@ Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya 657.241 863.755 963.166 868.270 | 1.079.434 14,35
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum 160.319 340.384 444,693 471.930 498.009 38,65
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus 16.408 7.252 4.140 1.821 7.763 42,91
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 37.705 34.972 51.267 61.845 37.546 5,17
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus -
1.2.2.2 | DanaPenyesuaian 37.705 34.972 51.267 61.845 37.546 5,17
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 50.408 113.291 135.074 168.845 196.206 46,30
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 50.390 113.291 135.074 168.845 196.206 46,32
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 18
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 108.334 131.117 153.525 81.513 243.435 47,46
1.3.1 Pendapatan Hibah 25
1.3.3 Pendapatan Lainnya 108.334 131.092 153.525 81.513 243.435 47,46
Sumber : Data Diolah
3.1.2.2. Belanja Daerah
Analisis  belanja  dilakukan untuk  mengefektifkan dan
mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan

pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun
untuk
menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan

anggaran

dimasa datang dalam

sebelumnya

pembangunan daerah.

2014

Proporsi realisasi

berikut :

yang digunakan

sebagai

penggunaan belanja daerah
merupakan target belanja) dapat dilihat pada Tabel sebagai

bahan

rangka peningkatan kapasitas pendanaan

(data tahun
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Tabel 3.
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam juta rupiah)

RATA-RATA

NO URAIAN REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 PERTUMBUHAN
(%)
BELANJA TIDAK
2.1 LANGSUNG 480.639.675.105,00 513.986.481.709,50 603.018.218.528,87 12,13
2.1.1 | Belanja Pegawai 401.078.654.379,00 421.178.931.884,50 499.992.560.572,00 11,86
2.1.3 | Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 | Belanja Hibah 26.977.195.000,00 23.842.342.738,00 15.141.193.937,00
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 649.420.000,00 4.671.000.000,00 7.905.540.000,00 244,25
Belanja Bagi Hasil Kepada
2.1.6 | Provinsi/Kabupaten/Kota 990.000.000,00 0,00 0,00 0,00
dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan
kepada
2.1.7 | Provinsi/Kabupaten/Kota, 50.944.405.726,00 64.294.207.087,00 77.420.713.873,00 23,31
Pemerintah Desa dan
Partai Politik
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 2.558.210.146,87 0,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.142.087.210.512,97 | 1.208.894.306.596,86 | 1.654.710.951.034,97 23,36
2.2.1 | Belanja Pegawai 97.019.471.580,30 137.361.095.839,75 149.899.378.833,95 25,35
2.2. Belanja Barang dan Jasa 317.150.834.706,67 380.093.046.720,11 465.671.876.249,72 21,18
2.2. Belanja Modal 727.916.904.226,00 691.440.164.037,00 1.039.139.695.951,30 22,64
Jumlah Belanja 1.622.726.885.617,97 | 1.722.880.788.306,36 | 2.257.729.169.563,84 18,61

Proporsi Belanja Tidak Langsung

(%)

29,62

29,83

26,71

Proporsi Belanja Langsung (%20)

70,38

70,17

73,29

Secara umum,

Rata-rata

pertumbuhan

realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Berau dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Sebagian besar realisasi
belanja digunakan untuk belanja langsung mencapai 73,29 persen pada tahun
2014 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan
untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah.

realisasi

belanja

tidak

langsung

sebesar

12,13% sedangkan belanja langsung mencapai 23,36 persen selama tiga tahun

terakhir.

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan
Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA). pencairan

dana

cadangan.

hasil

penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali
pemberian pinjaman. dan penerimaan piutang daerah.
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Tabel 3.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Berau

(Dalam Jutaan Rupiah)

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Rata-Rata
Pertumbuhan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya

772.655

1.028.191

1.352.552

1.501.481

1.608.242

1333 %

Pelampauan
Penerimaan PAD

Pelampauan
Penerimaan Dana
Perimbangan

Pelampauan

penerimaan lain-
lain pendapatan
daerah yang sah

Sisa
penghematan
Belanja atau
akibat lainnya

772.655

1.028.191

1.352.552

1.501.481

1.608.242

13.33 %

Kewajiban
kepada pihak
ketiga sampai
dengan akhir
tahun belum
terselesaikan

Sumber : Data Diolah

SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam
APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan
penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran
sebelumnya. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 terjadi peningkatan
dengan rata-rata sebesar 13,33 persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah
harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan
Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah
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satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali
dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai
dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan
Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan
negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan
daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan
yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi
dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan
kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan perkembangan ketentuan atau peraturan-peraturan
dibidang keuangan, maka disusun kebijakan umum pengelolaan
keuangan daerah, sebagai berikut :

a. Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah
atas Dana Perimbangan menjadi andalan utama bagi pendapatan
daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor
penunjang,

b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif,
efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau
sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip
anggaran yang berbasis kinerja.

c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus
dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah
dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit
anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.

d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan
Daerah antara lain bahwa;

(1). Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi pengeluaran belanja.

(2). Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia
atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam
APBD /Perubahan APBD.

e. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu :

(1). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap
tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2).Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam
sistem pengelolaan keuangan daerah.
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(3). Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.

(4). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

(5). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang
sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena
APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah.
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama
yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya,
meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk
ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiscal mempunyai dampak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiscal
dipusatkan pada pengeluaran / belanja public. Desentralisasi fiscal
yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan
pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan
adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas
kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi
yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas)
dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan
memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil
yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada
belanja bidang infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah
akan memacu pertumbuhan ekonomi local. Pertumbuhan ekonomi yang
dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya
laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus
menerus, diperlukan wupaya-upaya yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun
swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga
memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja,
akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar.
Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang
lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena
dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan,
papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan
tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena
kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak
dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan
desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan
melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan
daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran
berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya
membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting
yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen

RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 BAB 1II - 69



pengelolaan keuangan daerah, harus memenuhi

karakteristik sebagai berikut:

a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas

b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja

c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan
(decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh
Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)

d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara
APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga
pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik

dalam pengambilan keputusan.

perencanaan

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
terkait.

Pendapatan Daerah menurut PP No.55 Tahun 2005 dikelompokkan
atas:

a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;

b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan
daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana
alokasi umum, dan dana alokasi khusus;

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana
darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana
penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi
atau dari pemda lainnya.

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah maka proyeksi
keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Berau yang
selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber
pendapatan daerah yang kemudian dituangkan Tabel Data Estimasi
Pendapatan Daerah Tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 111.4

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PENDAPATAN TAHUN 2015 DAN ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2016

URAIAN

MURNI 2015

PROYEKSI 2016

%

1 2

3

4

5

1 PENDAPATAN

2.084.617.655.104,00

2.123.819.240.000,00

101,88

PENDAPATAN ASLI DAERAH

200.000.000.000,00

266.323.620.000,00

133,16

Pendapatan Pajak Daerah

33.860.292.000,00

34.697.681.000,00

102,47

1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

10.752.769.000,00

10.022.018.000,00

93,20

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

32.101.323.000,00

18.401.205.000,00

57,32
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1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 123.285.616.000,00 203.202.716.000,00 | 164,82

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.534.756.399.049,00 | 1.498.570.943.000,00 97,64
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 57.246.768.049,00 51.626.487.000,00 90,18
1.2.1 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.020.428.813.000,00 987.938.938.000,00 96,82
1.2.2 Dana Alokasi Umum 450.655.808.000,00 450.655.808.000,00 100
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 6.425.010.000,00 8.349.710.000,00 | 129,96

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 349.861.256.055,00 358.924.677.000,00 | 102,59

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah

. 190.628.081.000,00 190.628.081.000,00 100
daerah lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 58.176.301.000,00 57.631.501.000,00 99,06

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya 81.943.100.000,00

81.943.100.000,00 100

1.3.7 Dana Alokasi Desa 19.113.774.055,00 28.721.995.000,00 | 150,27

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan

3.2.2 Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan
berorientasi pada peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli
Daerah melalui kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga dengan
mengoptimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan
mampu mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah.

Sumber PAD Daerah Kabupaten Berau berasal dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Pendapatan
Lain-lain. Dalam jangka panjang pembangunan Kabupaten Berau
berupaya mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan,
terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang
diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah,
terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan
kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada able -sektor
potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk,
Pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan
obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif
berkembangnya investasi di Kabupaten Berau.

Target dan Realiasasi Pendapatan Daerah

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Berau tahun 2014
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel I11.6
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau

Tahun 2014
NO URAIAN TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN 2.081.495.223.636,58 | 2.364.490.380.958,07 | 113,60
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 186.926.484.870,58 240.856.496.311,07 | 128,85
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 31.504.563.730,00 39.907.229.379,77 | 126,67
1. Pendapatan Retribusi Daerah 10.789.846.900,00 14.455.148.405,00 | 133,97
1.1.3 E?;g:ﬁs;i“ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 31.579.000.000,00 |  27.341.055.467,32 | 86,58
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 113.053.074.240,58 159.153.063.058,98 | 140,78
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.651.134.238.766,00 | 1.880.199.384.647,00 | 113,87
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.416.957.084.766,00 | 1.646.447.061.047,00 | 116,20
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak 54.839.104.024,00 61.241.768.562,00 | 111,68
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 856.346.419.742,00 | 1.079.433.731.485,00 | 126,05
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum 498.008.861.000,00 498.008.861.000,00 | 100,00
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus 7.762.700.000,00 7.762.700.000,00 | 100,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 37.545.837.000,00 37.545.837.000,00 | 100,00
1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2 | Dana Penyesuaian 37.545.837.000,00 37.545.837.000,00 | 100,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 196.631.317.000,00 196.206.486.600,00 99,78
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 196.631.317.000,00 196.206.486.600,00 99,78
1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 243.434.500.000,00 243.434.500.000,00 | 100,00
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.3 Pendapatan Lainnya 243.434.500.000,00 243.434.500.000,00 | 100,00
Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan

Pencapaian pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang
menggembirakan dan jika dilihat dari table tersebut diatas maka
realisasi PAD mencapai sekitar 113,60 % dari target anggaran. Hal
tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
di bidang PAD dan klasifikasi serta rekonsiliasi untuk dana transfer dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah yang telah dilakukan dalam
tahun berjalan.

Dari t able di atas menunjukkan realisasi PAD mencapai
113,60% jika dibandingkan dengan anggaran, realisasi PAD terutama
didukung oleh pencapaian/ realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan
yang sah, yang mencapai 128,85%.

Perolehan dana perimbangan untuk tahun 2014 mencapai
116,20% dari target anggaran, atau sebesar Rp. 1.646.447.061.047,00
Peningkatan ini terutama didukung oleh realisasi Bagi Hasil Pajak yang
mencapai Rp. 61.241.768.562,00 atau 111,68% dan Bagi Hasil Bukan
Pajak yang mencapai Rp. 1.079.433.731.485,00 atau 126,05%.
Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum 100 % dan Dana Alokasi
Khusus mencapai 100%.

2. Pengelolaan Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Dalam penyusunan APBD, ketersediaan pendapatan merupakan
variabel yang sangat strategis, karena alokasi anggaran harus
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didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional. Besaran belanja
daerah disusun berorientasi pada tujuan, hal ini berarti bahwa setiap
rupiah yang dialokasikan akan memuat tujuan-tujuan pada setiap
rencana tindak yang telah dirancang sebelumnya. Terlebih dengan
adanya anggaran berbasis kinerja maka terhadap Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Berau menekankan setiap penggunaan Belanja
Daerah harus lebih efisien, efektif dan penghematan. Pada dasarnya
kebijakan umum di bidang pengelolaan belanja daerah berorientasi
pada terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran belanja yang
dapat mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat
dalam jangka pendek dan dapat menciptakan pendapatan baru
(investasi) dalam dimensi waktu jangka panjang.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja

yang terdiri dari: belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan

sosial ; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak

terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut

jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa;
dan belanja modal.

Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah digambarkan dengan
target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2014
yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I11.7
Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2014
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
2 BELANJA 3.482.976.000.000,00 | 2.257.729.169.563,84 64,82
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 706.765.602.495,58 603.018.218.528,87 85,32
2.1.1 | Belanja Pegawai 573.253.817.345,58 499.992.560.572,00 87,22
2.1.4 | Belanja Hibah 23.317.900.000,00 15.141.193.937,00 64,93
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 10.795.740.000,00 7.905.540.000,00 73,23
2 1.6 Belanja Bagl Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 3.436.814.450,00 0,00 0,00
dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada
2.1.7 | Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan 93.402.620.000,00 77.420.713.873,00 82,89
Partai Politik
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga 2.558.710.700,00 2.558.210.146,87 99,98
2.2 BELANJA LANGSUNG 2.776.210.397.504,42 | 1.654.710.951.034,97 59,60
2.2.1 Belanja Pegawai 177.976.808.409,00 149.899.378.833,95 84,22
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 875.077.824.188,30 465.671.876.249,72 53,21
2.2 .3 | Belanja Modal 1.723.155.764.907,12 | 1.039.139.695.951,30 60,30

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan

belanja daerah sebesar Rp. 3.482.976.000.000,- sedangkan realisasinya
mencapai Rp. 2.257.729.169.563,84 atau baru mencapai 64,82%.

di

Rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2014 terutama
sebabkan karena banyaknya kegiatan yang secara teknis belum bisa
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dilaksanakan .

Dari jumlah belanja yang terserap selama tahun 2014 apabila
dirinci per Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) maka dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel I11.8
Rekapitulasi Belanja Per SKPD Kabupaten Berau 2014
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
2.1.1.01.01 | Dinas Pendidikan 638.787.881.294,58 509.218.087.214,50 | 79,72
2.1.1.02.01 | Dinas Kesehatan 152.403.490.058,00 122.628.946.930,95 | 80,46
2.1.1.02.02 | RSUD Dr. A. Rivai 107.743.622.432,00 90.454.574.244,72 | 83,95
2.1.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum 1.278.216.319.975,42 746.102.057.650,30 | 58,37
2.1.1.04.01 | Dinas Perumahan dan Tata Ruang 10.131.868.700,00 8.567.073.408,00 84,56
2.1.1.04.02 gzﬂz‘égzﬁgﬁﬂ‘;&;z?ma”a” dan 30.970.254.000,00 23.116.516.867,00 | 74,64
2.1.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19.076.370.070,00 15.077.940.240,00 79,04
2.1.1.07.01 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 84.476.470.600,00 56.756.151.191,00 | 67,19
Informasi

2.1.1.08.01 | Badan Lingkungan Hidup 10.022.620.500,00 8.114.028.701,00 | 80,96
2.1.1.10.01 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 11.891.169.400,00 10.586.315.403,00 | 89,03
2.1.1.11.01 izm:rrgzeé"e?:;‘ézza” Perempuan dan 19.108.227.000,00 12.199.958.654,00 | 63,85
2.1.1.13.01 | Dinas Sosial 16.980.235.450,00 11.836.345.789,00 | 69,71

1.1.14.01 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 10.095.874.600,00 8.797.733.389,00 87,14
2.1.1.1501 E;’:Z;;a"npgea'ﬁs" Perindustrian dan 23.791.665.000,00 21.174.634.575,50 | 89,00
2.1.1.16.01 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 8.324.782.500,00 7.076.473.158,00 85,00
2.1.1.17.01 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22.278.055.000,00 18.710.966.334,00 83,99
2.1.1.18.01 | Dinas Pemuda dan Olah Raga 40.080.291.350,00 29.616.806.762,00 | 73,89
2.1.1.19.01 | Badan Kesbang, Politik dan Linmas 16.296.744.000,00 15.200.146.040,00 | 93,27
2.1.1.19.03 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 13.204.629.000,00 10.697.778.511,00 81,02
2.1.1.20.01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10.881.060.000,00 5.951.960.995,00 | 54,70
2.1.1.20.02 | Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 809.151.882,00 760.054.841,00 93,93
2.1.1.20.03 | Sekretariat Daerah 145.520.982.695,00 106.480.932.694,00 | 73,17
2.1.1.20.04 | Sekretariat DPRD 41.172.184.500,00 26.273.677.849,00 | 63,81
2.1.1.20.07 | Inspektorat 13.788.292.050,00 11.402.399.803,00 | 82,70
2.1.1.20.08 | Kantor Penghubung 1.607.620.000,00 1.056.442.249,00 | 65,71
2.1.1.20.09 | Kecamatan 56.277.309.716,00 45.955.290.323,00 | 81,66
2.1.1.20.11 géza;:far;‘;z;‘;ata”’ Pengelolaan Keuangan 172.190.531.300,00 135.207.654.678,00 | 78,52
2.1.1.20.13 Ezg"’t‘i’;gfpega""aia”’ Pendidikan dan 17.596.196.850,00 12.229.917.284,00 | 69,50
2.1.1.20.14 iggfgg{'ea: BD:gﬁn ,Pe}?fntii,‘iségf:goog) 4.059.292.500,00 3.017.550.674,00 | 74,34
2.1.1.20.16 | Kelurahan / BNK (2010) 17.552.479.580,00 13.608.284.114,00 | 77,53
2.1.1.21.01 E:ﬁsﬂll}fﬁ;ﬁhanaﬂ Pangan dan Pelaksanaan 17.101.835.000,00 15.382.817.680,00 | 89,95
2.1.1.22.01 Ezfnae“riEf;ﬂgﬁ’ﬂ:ﬁ;ﬂngasya’akm dan 16.196.854.000,00 12.101.623.419,00 | 74,72
2.1.1.24.01 | Kantor Arsip dan Dokumentasi 3.497.108.000,00 3.176.418.242,00 90,83
2.1.1.26.01 | Kantor Perpustakaan Umum 8.699.855.000,00 7.608.749.657,00 | 87,46
2.1.2.01.01 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan 18.879.992.100,00 15.638.635.408,00 82,83
2.1.2.01.02 | Dinas Perkebunan 16.649.630.000,00 13.408.054.935,00 | 80,53
2.1.2.01.03 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 17.867.856.000,00 14.522.247.082,00 81,28
2.1.2.02.01 | Dinas Kehutanan 320.883.882.247,00 30.834.127.945,00 9,61
2.1.2.03.01 | Dinas Pertambangan dan Energi 38.600.944.500,00 34.905.848.956,00 90,43
2.1.2.05.01 | Dinas Kelautan & Perikanan 23.266.846.000,00 19.715.735.526,00 | 84,74

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
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Untuk rincian anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 111.9

Pembiayaan Daerah tahun 2014

KODE ANGGARAN REALISASI %
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH 1.501.480.776.363,42 1.501.480.776.363,42 | 100,00
3.1.1 E\ﬁgggfgsa(gif&a) Lebih Perhitungan 1.501.480.776.363,42 | 1.501.480.776.363,42 | 100,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 100.000.000.000,00 0,00 0,00
3.2 2 PDzr;)r/:Ltaan Modal (Investasi) Pemerintah 100.000.000.000,00 0,00 0,00
Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Kekayaan
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Prioritas Pembangunan Daerah adalah merupakan suatu tema
atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang telah
ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak capaian menuju
sasaran S5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program
pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan
merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu
pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau
gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi
program-program dan kegiatan unggulan SKPD yang memiliki skala
prioritas paling tinggi (output & outcome) bagi tercapainya target
sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan
prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun
eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara
internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan
sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan
tahunan Pemerintah Kabupaten Berau yang secara langsung terkait
dalam  pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan
kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan
implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung
komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.
Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus
memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka
ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi
dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Berau.

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD
Pemerintah Kabupaten Berau dalam mencapai visi dan misi
melalui tahapan pembangunan.

2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-
programpro poor, pro job, pro growth dan pro environment.

3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk
mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan
nasional,provinsi dan kabupaten.
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